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Motto :

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Masa depan adalah milik mereka yang bisa mengikuti perobahan waktu
dan menggunakan kekecewaan sebagai balok pembangun untuk masa

depan.

Persembahan :

1.

Kedua orang tuaku tersayang yang telah merawat dan
membesarkanku seperti saat ini.

Untuk isteri ku yang tercinta yang selalu menemani dan
mendo’akan ku demi keberhasilan keluarga.
Saudara-saudara ku yang selalu menemani dan mendo’akan
ku.

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dasar pertimbangakirh dalam putusan
perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG dan untuk gegahui dan memahami
apakah putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/P&-tdlah memenuhi nilai-
nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan meto@éadekatan normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menddita sekunder primer,
sekunder dan tersier. Pengolahan data dilakukagatiecara menged{editing)
data dan mengedit kembéle-editing)data. Analisis data atau bahan-bahan yang
telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretascontent analysisuntuk
bahan-bahan data primer dan sekunder, dianalisigyatle cara interpretasi
(penafsiran). Hasil penelitian menunjukkan bahwaadgertimbangan majelis
hakim memutuskan menerima gugatan Penggugat daolakesksepsi tergugat,
yang petitumnya menyatakan bahwa “menerima gug&mamggugat”. Bahwa
yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dafaemutuskan perkara
Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa ¥%dari adalah para
penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang aahpdwaris almarhum Wasi
bin M. Ali dan seluruh harta yang dipermasalahkagrupakan harta bersama
antara para Penggugat dan Tergugat selama menfatiup berumah tangga
dengan pewaris almarhum Wasi bin M. Ali. Oleh karetu, perkara Nomor :
274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris, ditkgan dapat diterima,
maka Majelis Hakim membagi harta warisan terselentidsarkan aturan sistem
kewarisan hukum Islam sebagaimana diatur di dalasalP 172 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila serabli waris ada, maka
yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, apah,janda/isteri atau
duda/suami, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahpab#a terjadi cerai mati
antara suami isteri, maka separoh harta bersamgadnanilik pasangan yang
masih hidup, sedangkan separonya menjadi hartessamariharta peninggalan)
pewaris dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Unddorgor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yang intinya bahwa harta yapegroleh dalam perkawinan
adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan dualtzh yang diperoleh
masing-masing suami isteri sebagai hadiah atausamariBahwa putusan yang
telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkaamr : 274/Pdt.G/2010/Pa-
LLG tentang Sengketa Warisan tersebut, telah mememilai-nilai keadilan,
karena hakim dalam memeriksa dan mengadili tidgklssrpedoman berdasarkan
hukum positif semata-mata, tetapi juga memperhatrksa keadilan masyarakat,
tidak mengutamakan kepastian hukum. Sehingga putussisebut telah
memenuhi tiga nilai-nilai dasar hukum, yaitu niiai dasar hukum(justice)
kemanfaatan hukurtutility) dan kepastian hukuftegal certainty

Kata kunci : Penyelesaian Perkara, Waris, Di Pengadilan Agamhaullinggau.



ABSTRACT

This study aimed to judge the decision rationalesecaNumber :
274/Pdt.G/2010/PA-LLG and to know and understanéthdr the verdict Case
Number : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG have fulfilled ttedues of justice. This study
uses a normative approach, namely the legal reseatone by examining
secondary data, primary, secondary and tertiary.tdd@rocessing is done by
editing (editing) and editing the data back (retedj) data. Analysis of the data
or materials that have been collected is done by @fanterpretation and content
analysis. For materials primary and secondary dasmalyzed by means of
interpretation (interpretation). The results showsnt the consideration of the
judges decided to accept the claim of the Plaingiffd defendant refused
exception, which petitum states that "receivingiflfi's claim"”. That is the basis
for the consideration of the judges in deciding esas Number
274/Pdt.G/2010/Pa-LLG about Inheritance Disputee the plaintiffs and the
defendants are the legal heirs of the deceased\Weisi bin M. Ali and all the
property in question is a joint property betweer tRlaintiff and Defendant
during their married life with the heir of the desed bin M. Ali Wasi. Therefore,
Case Number : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG about Inhedamisputes, otherwise
acceptable, then the judges divide the inheritanberitance system based on the
rule of Islamic law as set forth in Article 172 pgraph (2) Compilation Islamic
law states that if all the heirs exist, then iteistitled to inheritance only child,
father, mother, widow / widower or a wife / husbandticle 96 of the
Compilation of Islamic Law, that if there is a dige between a husband and wife
dead, then half of the joint property belonged sung spouse , while half into
the estate (inheritance) heir and Article 31 paragh (1) and (2) of Law No. 1 of
1974 on Marriage, which is essentially that the ggdy acquired in marriage is
joint property, while the property default is thetquired treasure each husband
and wife as a gift or inheritance. That decisiors Heeen handed down by the
judges in the case Number : 274/Pdt.G/2010/Pa-LbGué the Heritage dispute,
has met the values of justice, because the judgexamine and prosecute not
only guided by positive law solely, but also pagmion to the public 's sense of
justice, not prioritize legal certainty. So the tan has to meet three basic legal
values , namely the values of the basic law (jaytiaw benefit (utility) and the
rule of law (legal certainty).

Keywords : Settlement Case, Waris, In Court Lulmgigjau Religion.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak hidup @abantuan dari
orang lain, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hgdurtersebut dapat
menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengag kénnya. Hubungan
yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah didalam peraturan hukum
yaitu yang disebut hubungan hukum. Abdul Kadir Muhaad mengatakan
bahwa “Hubungan hukum adalah hubungan yang didem bukum dan
menjadi objek hukum?*.

Manusia dalam mengalami kehidupan di dunia ini ra&ngi tiga
peristiwa yang penting, yaitu pada waktu ia dileduir, dinikahkan, dan waktu
meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumtbhgas baru di dalam
keluarganya. Menurut Ali Afandi, “secara sosiolgodas menjadi pengemban
hak dan kewajiban®.

Kemudian setelah dewasa, ia akan dinikahkan. léefer dengan
kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan hakkdwajibannya
dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, yaitlangsungkan

keturunan.

! Abdulkadir Mohammad, 198Hukum Acara Perdata Indonesidlumni Bandung.
hal.29.

2 Ali Afandi, 2000, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembukti&ineka
Cipta, Jakarta. hal. 5.



Dalam menjalin kehidupan berumah tangga ini ba&nsuatau isteri
akan menjalankan kewajibannya untuk mencari penglaid (bekerja).
Pekerjaan yang mereka lakukan ini akan menghasilaag atau benda-benda
yang berharga untuk menunjang kehidupan merekaadak-anaknya. Tidak
semua hasil pekerjaan itu (uang/benda berharga)s hdipakai untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi sisa u&mg laarang tersebut
menjadi tabungan bagi mereka untuk anak-anakngeada depan.

Kemudian suatu saat manusia pasti akan mengalsatu peristiwa
yang disebut kematian yang tentunya akan berakibat kepada benda yang
ila perolen masa hidupnya, hal itu menyangkut kepsidpa harta benda
tersebut akan diwariskan, karena harta ini tidatageerta dapat diambil atau
diberikan oleh si pewaris kepada siapapun (sebetumeninggal). Dalam
persoalan harta waris ini ada hukum yang mengaitu jlukum waris.

Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiapusia, karena
setiap terjadi peristiwva kematian kematian sesepemgera timbul beberapa
pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya hgpedakukan dan kepada
siapa harta itu dipindahkan serta bagaimana cardog@giannya. Inilah yang

diatur dalam hukum kewarisan Islam.

® Taufiqurahman, 19964ukum Islam Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNIB, tidak
dipublikasikan. Hal. 7.



Kata waris berasal dari bahasa Amairas Bentuk jamaknya adalah
mawaris yang berarti harta peninggalan orang meninggabgyakan
dibagikan kepada ahli warisn§a.

Menurut Surini Ahlan Sjarif, dalam bukunydntisari Hukum Waris
menurut BW, hukum waris adalah :

Hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluargagnramvafatnya
seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaag vy
ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari peminduaira bagi orang-
orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan aantareka
maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Selanjutnya menurut Mr. A. Pitlo, dalam Ali Afandiukum waris
adalah:

Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berngan dengan
meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di daidang kebendaan,
diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta pega@n dari seseorang
yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalaraumgannya antara
mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Huksiam, hukum
kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pahen hak pemilikan
harta peninggalantitkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingngasi

Di dalam hukum waris sebagaimana diketahui ada siigek yang
berperan yaitu pewaris dan ahli waris. Surini AnRarif, menyatakan bahwa

Pewaris adalah “Setiap orang yang meninggal demganinggalkan harta

* Dian Khairul Umam, 199%igh Mawaris Pustaka Setia, Bandung. hal. 11.

® Surini Ahlan Sjarif, 1982)nti Sari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbgek
Ghalia Indinesia, Jakarta. hal. 13.

® Ali Afandi, 2000,Loc. Cit, hal. 7.

" Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. hdra 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 17dufha.



kekayaan disebut Pewaris. Ini berarti syarat sebagaaris adalah adanya
hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban yang harushdipepada pihak ketiga,
yang dapat dinilai dengan uaryMenurut ketentuan Pasal 171 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah “orang yaagasaat meninggalnya
atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putpssmgadilan agama,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggafarengenai ahli waris,
berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf ¢ Kompilakukh Islam, Ahli Waris
adalah “orang yang pada saat meninggal dunia meyapimibungan darah
atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragafaa Idan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waifs”.

Setelah diketahui pengertian pewaris dan ahli wamska perlu
diketahui apa penyebab seseorang mendapatkan Wwariaan. Menurut
Zainudin Ali penyebab adanya hak untuk mewarisiehaeseorang yang telah
meninggal dunia menurut Al-Qur'an, Hadis Rasulyltdn Kompilasi Hukum
Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu (1) hubungetabatan (nasab), dan
(2) hubungan perkawindn. Setelah diketahui penyebab seseorang
mendapatkan warisan, maka perlu diketahui jugabtgnsyarat-syarat adanya
pelaksanaan kewarisan dalam Islam, akan ditemulk#iged syarat, yaitu (1)
kepastian meninggalnya orang yang mempunyai h@x&epastian hidupnya
ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan d&etahui sebab-sebab

status masing-masing ahli wanis. Kepastian meninggaseseorang yang

8 Surini Ahlan Sjarif, 19820p.Cit hal 17.

® KHI. Pasal 171 huruf b.

OKHI. Pasal 171 huruf c.

1 zainudin Ali, 2006 Hukum Perdata IslanSinar Grafika, Jakarta. hal. 103.



mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli wadasaat meninggalnya
pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atasa hdatam bentuk
kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang. galgth karena itu,
meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli warisrupakan pedoman
untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum ksaraislam. Penetapan
pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebaggarat mutlak
menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Isldetarti hukum
kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan aettartas masalah harta
warisan orang yang meninggal, orang hilang tanparkalan anak yang hidup
dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan adhvkum kewarisan
Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikamuga permasalahan
yang mungkin timbul dalam kasus kewari$an.

Sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waikebih dahulu
harus diselesaikan urusan-urusan yang ada hubuygydengan harta warisan
dan si mayit, yaitd®
Zakatnya, jika sudah ada satu nisab;

Ongkos-ongkos penguburan;

Membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutang;
Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepetiaysa warisan,
dan bukan wasiat kepada ahli waris yang berhak nmeaeharta

warisan, karena mereka sudah menerima harta wagsag
ditinggalkan.

cooy

Setelah urusan-urusan tersebut di atas diselesailaka harta warisan

tersebut dapat dibagi kepada para ahli warisnya.

2 Ipid. hal. 113
13 M Mizan Asrori Zain Muhammad, 198Pembagian Pusaka Dalam Islafina
IlImu, Surabaya. hal. 3-5



Dalam proses pembagian harta warisan tidak selaandogyjalan
lancar sesuai dengan keinginan para ahli waris @tang tua yang telah
meninggal. Di Masyarakat seringkali terjadi kerdoutkeluarga dikarenakan
perselisihan dalam pembagian harta warisan. Psitesli sengketa warisan,
dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama maulenmgadilan Agama,
khusus untuk yang beragama Islam, maka sengkets deelesaikan di
Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentaaal B9 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yangraef telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentasrgddan Agama,
yang menyebutkan bahw# :

(1) Pengadilan agama berwenang dan bertugas memariksaytus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertaantara
orang-orang beragama Islam:

a. Perkawinan

b. Pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakuakn berkiasar
hukum Islam

c. Wakaf dan sadagah

(2) Bidang perkawinan, dan seterusnya.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalaah @Yy
huruf b ialah penentuan siapa-sipa yang menjadi aakis,
penentuan menegenai harta peninggalan, penentganbmaasing-
masing ahli waris dan melaksanakan pembagian parteggalan
tersebut.

Salah satunya sengketa yang telah terjadi dankadiajike Pengadilan

Agama adalah sengketa waris yang terjadi di wilaj)lakum Pengadilan
Agama Lubuklinggau, dimana Penggugat dan Tergugaadalah sebagai
berikut :

1. Penggugat | umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama

Islam, alamat tempat tinggal di Lubuklinggau, splanya disebut
sebagai Penggugat I.

4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradimma. Pasal 49.



2. Penggungat I, umur 7 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2003aohal
hal ini diwakili ibu kandung (Penggungat 1), sel#nya disebut
sebagai Penggugat Il.

3. Penggungat Ill, umur 20 bulan (lahir 29 September 2008) dalam hal
ini diwakili oleh ibu kandung (Penggugat I), selanya disebut
sebagai Penggugat Ill.

4. Penggungat IV, umur 80, pekerjaan tani, agama Islam, alamat di
Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Penggwugat |

LAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tetmzggal di
Musi Rawas.

Pengadilan Agama Lubuklinggau telah menjatuhkanugan atas
gugatan tersebut, dimana majelis hakim menjatuhgatusan Nomor :
274/Pdt.G/2010/PA-LLG dalam Perkara Waris yang m&kan menerima
gugatan penggungat untuk sebagian dan menolak ws#h&gian. Dengan
dasar pertimbangan penolakan gugatan adalah péngadgama lubuk
linggau tidak berkopetensi.

Berdasarkan wuraian tersebut di atas, maka penutisnaksud
membahas lebih jauh mengenai analisis putusan Bigga Agama
Lubuklinggau mengenai sengeketa waris, dengan judAhalisis Putusan
Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG Dalam Penyelgaian Perkara

Waris Di Pengadilan Agama Lubuklinggau”.

. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makagsalahan yang

akan dibahas adalah :



1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalanuspuot perkara
Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG tentang sengketa svalii Pengadilan
Agama Lubuklinggau sehingga gugatan penggugat dapigrima
sebagian dan sebagian tidak dapat diterima ?

2. Analisis putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010[R& tentang
sengketa waris di Pengadilan Agama Lubuklingga@lsudemenuhi nilai-
nilai keadilan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangkim hdalam
putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG tegtaengketa
waris sehingga gugatan penggugat dapat diterimagseb dan
sebagian tidak dapat diterima.

b. Untuk mengetahui dan memahami putusan perkara Nomor
274/Pdt.G/2010/PA-LLG tentang sengketa waris digaditan Agama
Lubuklinggau sudah memenuhi nilai-nilai keadilan.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikansukan
untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya coittarkum

Perdata dan Hukum Acara Perdata.



b. Manfaat praktis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khusulsaga Praktisi

Hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

D. Kerangka Pemikiran
1. Lembaga Pengadilan

Di dalam negara hukum, setiap ada pelanggaranuypanahukum
atau pelanggaran hak, maka asasnya si pelanggat ddpgur atau
dihadapkan di muka alat perlengkapan negara yanmadikan untuk
mempertahankan hukum itu. Jika ada pelanggar hukiam pelanggar
hak itu dilarang untuk diselesaikan sendiri-sendiengan sewenang-
wenang, tindakan demikian disebut dengargenrichting

Alat negara dalam melakukan tugasnya harus menurut
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Alat perlengkapsgara yang diberi
tugas untuk mempertahankan itu adalah pengadilan.

Menurut Apeldoorn, Peradilan adalah Pemutusan lshsn
oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingalam perkara
maupun merupakan bagian dari pihak yang besetsiapi berdiri atas

perkara’

8 Aswarni Adam, dan Zulfikri, 200&rinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia,
Alaf Riau, Pekanbaru, HIim. 202.

? Ibid.



Lebih lanjut lagi Kranenburg mengatakan bahwa fupggadilan
adalah semata-mata penerapan undang-undang, mkambgrutusan
untuk perkara-perkara yang konkrit sesuai dengaatyran yang dengan
dibuat oleh pembuat undang-undafg.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwaa pharnya
peradilan merupakan tugas atau fungsi yang dibelmankepada
pengadilan, sedangkan pengadilan merupakan organ kedan yang
menjalankan tugas atau fungsi peradilan terselugad pengadilan pada
pokoknya memberikan hukuman kepada siapa saja yael@nggar
peraturan hukum atau memberikan putusan yang mangilalam
perselisihan-perselisihan  mengenai  kepentinganrtegan yang
dilindungi oleh hukum. Dalam arti kata lain, dengeematuran pengadilan
itu dapat diwujudkan keadaan yang dikehendaki blgkum apabila itu
tidak terlaksana secara sukarela.

Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut sampai
mendapat hasil diharapkan perlu adanya penegakkanrhdan keadilan
yang seadil-adilnya dan tidak memihak. Pengadiklaksi orang yang
mempunyai tugas menjalankan peradilan, agar tugagliiaksanakan
seobjektif-objektifnya perlu diadakan ketentuan g/amemberikan
perlindungan atau menjamin hak-hak asasi manuslamdaidang

peradilan sesuai dengan jiwa Undang-Undang DasganfdeRepublik

9 Ibid. HIm. 203



Indonesia Tahun 1945. Berikut dijelaskan mekanisberacara di
pengadilan :

a. Prosedur Beracara di Pengadilan

a. Secara Praktis

Gugatan masuk diserahkan kepada panitera. Dartepani
belum didaftar dan belum diberi nomor dibawa ke d¢as
membayar perkara. Setelah membayar perkara, barulah
didaftar di dalam registrasi dan sekaligus dibevmor
perkara. Setelah perkara ini diberi nomor, disesahk
kepada Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan
Agama akan mendistribusikan (membagi-bagikan kepada
hakim-hakim dan hakim-hakim akan menyidangkannya).
Setelah disidangkan putus. Putusan ini diserahlegada
panitera kembali dan dapat salinan dan pihak bgksgan
harus membayar kembali untuk mendapatkan salinan
putusan. Setelah bayar masuk registrasi, kemudransjta
dilaksanakan. Setelah eksekusi perkara itu masikmda
arsip, itu jika tidak ada banding atau kasasi. Jikia
banding, maka pihak yang berperkara membayar kepada
panitera dan baru oleh panitera diajukan ke Pelagadi
Tinggi. Apabila telah ada putusan oleh Pengadilarydi,
maka putusan tersebut kembali lagi ke panitera dan
dilaksanakan prosedur yang sama. Demikian jugailapab
salah pihak yang bersengketa tidak puas atas putusa
Pengadilan Tinggi maka diajukan kasasi yang prasgdu
sama seperti mengajukan banding, yakni melakukan
pembayaran ke panitera kemudian Panitera mengakean
Mahkamah Agung, setelah MA memeriksa dan
memberikan putusan terhadap perkara tersebut maka
putusan tersebut dikembalikan lagi ke panitera. Ini
merupakan prosedur praktik jalannya peradilan parda

b. Secara Teoritis

Proses Hukum Acara Perdata menurut Sudikno
Mertokusumo sebagaimana dikutif oleh Edytiawarnmagljputi :
1) Tahap Pendahuluan
Pada tahap pendahuluan kegiatan yang dilakukanatadal
mengajukan gugatan, mengajukan permohonan sitangami

1 Edytiawarman, 200Bahan Ajar Praktik PerdataFakultas Hukum Universitas
Bengkulu, Bengkulu, Him. 21.



2)

3)

mengajukan pencabutan hak. Dari ketiga jenis kagieti pada
tahap pendahuluan itu yang pasti ada adalah mew@gaju
gugatan oleh orang yang merasa kepentingannyaikirugleh
seseorang, sedangkan untuk mengajukan gugatajarsitaan
dan mengajukan pencabutan gugatan tidak selaladigspda
setiap proses acara perdata.

Tahap Penentuan

Tahap penentuan maksudnya adalah menentukan hukag y

berlaku terhadap peristiwva yang terjadi antara kpitizalam

menentukan hukum atau keputusan hakim, hakim akan
menentukan siapa yang salah dan siapa yang bésgaa, y@ng
harus dihukum dan siapa yang tidak dihukum dangsebga.

Pendek kata dalam penentuan ini akan ditentukaib mesa

pihak atas peristiwa yang diajukan kepada pengadila

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap peaantni

adalah :

(1) Jawab menjawab antara pihak Tergugat dan Penggugat
melalui hakim pimpinan sidang tentang peristiwa gyan
sebenarnya terjadi.

(2) Pembuktian tentang peristiwva yang tengah dimintakan
penyelesaian, baik oleh Penggugat maupun oleh Gatgu
untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang
kebenaran suatu peristiwa.

(3) Putusan hukum atas peristiwva yang dianggap benar da
terjadi oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yangjukan
oleh para pihak selama dalam persidangan.

Pada tahap penentuan ini hakim melakukan beberapa
kegiatan pokok dalam memeriksa dan menyelesaikeiaize
yang diajukan kepadanya, yakni :

(1) Mengkonstatir yaitu mengetahui tentang peristiwagya
benar-benar terjadi di antara para pihak.

(2) Mengkualifisir yaitu memasukkan dari peristiwva laas
menjadi peristiwa hukum.

(3) Mengkonstituir yaitu memberi hukumnya terhadap suat
peristiwa yang terjadi di antara para pihak.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan dari putumag vy

dijatuhakan oleh hakim terhadap para pihak yangupadan

pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan jika putttsandah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu jikakidda
upaya hukum dari pihak yang berperkara atau jugagkino
perlawanan dari pihak ketiga. Jikalau ada upayaumuklari
para pihak atau perlawanan dari pihak ketiga, putusu
belum dapat dilaksanakan. Dalam tahap pelaksanasgn
pada dasarnya hakim hanya bersifat pasif/menunggu,
sedangkan yang harus aktif adalah pihak yang diangipihak



yang dimenangkan harus mengajukan pelaksanaan aputus
kepada Pengadilan Agama dimana proses itu berlaggsu

2. Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Sidang Pengadih
a. Penentuan sidang dan pemanggilan pihak-pihak

Setelah perkara masuk dan didaftarkan PengadilamaAg
Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Majelis Hakimgytetah
ditunjuk untuk memeriksa perkara itu di muka pesghn.
Setelah berkas perkara diperiksa, maka Ketua Paagadigama
atau Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidangrdatakukan
pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Menurut Pasal 14Rechts Reglement Buitengewegfehg)
dalam menetapkan hari sidang harus majelis hakimusha
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah pgkata dalam
pasal ini, yang mana disebutkan :

Dalam penetapan hari sidang, maka Ketua Pengadilan

Agama memperhatikan jarak antara tempat tinggal ata

tempat kediaman para pihak dan tempat persidadgangi

dalam penetapan hari sidang itu juga ditentukanwbah
antara hari panggilan dan hari sidang tidak dipet@an
melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaangya
sangat mendesaldérziene Indonesisch ReglemdhtiR)
Pasal 1223

Pemanggilan di sini dapat diartikan sebagai upaya

menghadirkan pihak-pihak dalam persidangan. Olélngas resmi,

12 Edytiawarman, 1990Diktat Hukum Acara PerdataFakultas Hukum Universitas
Bengkulu, Bengkulu, HIm. 7.

13 Sirman Dahwal, 2001Buku Petunjuk Proses Penyelesaian Perkara (Peradila
Agama),Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. HIm. 1.



memakai surat resmi, dan di tempat tinggal paralkpikecara
langsung kepada yang bersangkufan.

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyemahka
surat panggilan(exploit) beserta salinan surat gugat itu kepada
Tergugat pribadi ditempat tinggalnya. Apabila Teygu tidak
dapat diketemukan di rumahnya, maka surat panggitan
diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutaok unt
diteruskan (Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 718 @yakBg). Kalau
Tergugat sudah meninggal, maka surat panggiladigampaikan
kepada kepala desa ditempat tinggal terakhir dargdgat yang
meninggal tersebut. Apabila tidak diketahui tempgatggal
Tergugat, surat panggilan diserahkan kepada bupksn
selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkada ppapan
pengumuman di Pengadilan Agama, Pasal 126 HIR I(R&fha
RBg) memberi kemungkinan untuk memanggil sekalii lag
Tergugat sebelum perkaranya diputus oleh hakimerdean ini
adalah layak dan bijaksana. Sebab, di dalam swakamm perdata
bukan hanya kepentingan Penggugat sajalah yangs haru
diperhatikan, melainkan kepentingan Tergugatpunushapula
disampaikan. Oleh karena itu, Tergugat haruslahndjgil secara
patut. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa “Sketel

melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkatahsf(elaag

“Ibid.



panggilan kepada hakim yang akan memeriksa petieasgbut,
yang merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipahdyil

Apabila pemanggilan tidak dijalankan menurut keiant
undang-undang, maka risikonya adalah sebagai theriku

a) Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus
memikul biaya pemanggilan yang tidak sah itu dan
wajib memanggil sekali lagi menurut ketentuan urgdan
undang.

b) Bila karena pemanggilan yang salah pihak yang
berperkara menderita kerugian, maka petugas yang
bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian

c) Pemanggilan yang tidak sah berarti mulai mengulur
perkara karena memerlukan pemanggilan ulang, dan
pengadilan menunda pelaksanaan sidang.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa peméaaggni
mempunyai pengaruh terhadap proses jalannya pesaank
perkara oleh karena itu, hendaknya jurusita pemgganar-benar
dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknyhemujuan agar
pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengandhaikancar
tanpa terjadi adanya mengulur waktu persidangan.

b. Pemeriksaan perkara

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilanutiéak

oleh hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdari tiga

hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua danyla sebagai

hakim anggota. Sidang majelis hakim yang memeriksikara

> Sudikno Mertokusumo, 1998Hukum Acara Perdata Indonesialiberty,
Yogyakarta, Him. 80.

16 Abdulkadir Muhammad, 2008jukum Acara Perdata Indonesigjtra Aditya Baki,
Bandung, Him. 80.



dibantu oleh seorang panitera atau seorang yanggadikan
melakukan pekerjaan panitera atau panitera pengbgantugas
mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis halena
mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidabdulkadir
Muhammad, menyatakan bahwa :

Menurut HIR dan RBg hakim aktif memimpin acara dari

awal hingga akhir sidang. Dalam bentuk majelis,uéet

majelis hakim bertanggung jawab atas tata tertiibn da

keamanan sidang. Untuk kepentingan tersebut segala
perintahnya harus diindahkan dan dilaksanakan &ecar
ketat!’

Kemudian hakim membuka sidang yang menyatakan gidan
terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap ocibglehkan
dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tarpak
persidangan untuk umum ini bertujuan untuk memberi
perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidaradip@n serta
untuk lebih  menjamin  obyektifitas peradilan dengan
mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang faikk nagamihak
serta putusan yang adil kepada masyarakat. Sidanmgnksaan
pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali megrdandang
menentukan lain. Setelah ketua majelis hakim memlzidtang,
kemudian majelis hakim menanyakan identitas pahakpiyang

bersengketa dan menanyakan kepada pihak Tergugiedtagudah

mengerti mengapa dia dipanggil di pengadilan. Apaitai sudah

7 Ibid., HIm. 82.



mengerti maka ketua majelis hakim membacakan gugatan
yang ditujukan kepadanya.
. AcaraVerstek(tanpa hadir)

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tiddk h
dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padastudah
dipanggil secara patut. Pihak yang tidak hadir rkim@pisa saja
pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Ketidakrbadsalah
satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam plesaan
perkara, yaitu pemeriksaan ditunda atau diteruskan
pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. Bila padi sidang
berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundagagatrmasih
tidak hadir juga, majelis hakim menjatuhkan putusesrstek
karena pada hakikatnya Tergugat belum pernah lBdsal 125
HIR/149 RBg jo 126 HIR/150 RBg)erstekmerupakan putusan
yang dilakukan majelis hakim apabila pihak terguggiak hadir
pada hari sidang pertama.

Ditundanya suatu pemeriksaan perkara oleh majaksnh
mengakibatkan waktu yang diperlukan menjadi reldéima,
dengan demikian biaya yang dibutuhkan menjadi |db@sar.
Karena pada saat majelis hakim menjatuhkeamstek pihak
Tergugat diberi waktu 14 hari untuk melakukan pealaan yang

disebut dengarverzet setelah pemberitahuan putusaarstek



diterimanya (Pasal 129 ayat (2) HIR/153 ayat (2)gRrBDengan
demikian formalitas yang dibutuhkan dalam peme&gksani
menjadi rumit sehingga pemeriksaan perkara tidgkdaderhana,
dan waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan perkaeajadi
lebih lama. Di samping itu juga, biaya yang dipkaln menjadi
bertambah karena pengadilan perlu melakukan suatu
pemberitahuan-pemberitahuan kepada para pihakdiegshautusan

verstekyang dijatuhkan oleh majelis hakim.

. Perdamaian di muka sidang pengadilan

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan
Agama ketua majelis hakim diberi wewenang menawarka
perdamaian kepada para pihak yang berperkara. &aawar
perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksadd@ra
sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Sebagam
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (10) Perma Nomorh2inr2003
tentang Mediasi bahwa :

“Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan

tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diseleanik

melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan ktida
memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalaencari

kemungkinan berbagai penyelesaian sengketa (Pasglatl (5)

Perma Nomor 2 Tahun 2003).



Menurut Perma Nomor: 2 Tahun 2003 mediasi merupakan
salah satu proses lebih cepat dan murah, sertat dapa
memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa
untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang
memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa
perdamaian mempunyai pengaruh yang besar terhaatargpan
asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika paietargang
dilakukan oleh kedua belah pihak menghasilkan lasgpn, maka
kesepakatan ini dirumuskan secara tertulis dalaia pdérdamaian
dan ditandatangani oleh para pihak, hasil kesepakahi
diserahkan kepada majelis hakim kemudian majelikinha
berdasarkan akta perdamaian antara kedua belak jpihaakim
menjatuhkan putusannygacte van vergejlik) yang isinya
menghukum kedua belah pihak untuk untuk memenuhi is
perdamaian yang telah mereka sepakati. Dengan @enplerkara
ini dinyatakan selesai. Ini berarti penyelesiangyditakukan tidak
berbelit-belit dan formalias yang digunakan tidadlalu sulit
sehingga biaya yang dikeluarkan pun tidak terladgalp. Namun
demikian, tidak semua perkara dapat diselesaikalalungalur
perdamaian, karena perdamaian ini timbul dari atilspara pihak
yang berperkara, di samping itu pula, keegoisa@a p#rak yang
tetap menganggap dirinya benar. Akhirnya, prosegglesaiannya

memerlukan waktu dan formalitas yang panjang sefairapa yang

diharapkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang N@nhiahun



2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat barjal
sebagaimana mestinya.
. Jawaban Tergugat (eksepsi)

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan
Agama, jawab menjawab antara kedua belah pihakpakan hal
yang amat penting. Namun demikian, apa yang dikakan oleh
para pihak merupakan hal yang lebih penting lageka Tergugat
menjadi sasaran Penggugat. Oleh karena itu, jawdleagugat
mendapat tempat pertama. Jawaban Tergugat ini dagraipa
secara tertulis maupun secara lisan dan berisikantaban,
tangkisan, pengakuan daeferte Terjadinya eksepsi merupakan
susunan yang sistematis terhadap proses pencaftsmndran di
mana Tergugat menjawab gugatan yang diajukan Rgagg

Eksepsi mempunyai pengaruh terhadap penerapan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini beraasal eksepsi
yang diminta oleh pihak Tergugat membutuhkan waktug lama,
misalnya Tergugat ingin memberikan eksepsi memintktu
kepada majelis hakim untuk mempersiapkan eksepsingaa 1-2
minggu. Ini berarti mengakibatkan proses pemeriksparkara
menjadi lamban.

RekonvendiGugatan Balik)



Seorang Tergugat yang digugat oleh Penggugat ada
kemungkinannya mempunyai hubungan hukum lain dengan
Penggugat, di mana Penggugat berhutang kepada gitrgan
belum dilunasi. Dalam hal ini, kalau Tergugat héndeenggugat
Penggugat, ia dapat menggugat Penggugat dalam pedtara
yang terpisah dari perkara yang terdahulu antargydReyat dan
Tergugat. Dalam gugatan yang kedua ini, yang tenpidari
gugatan yang pertama, Tergugat berkedudukan seBagggugat,
sedang Penggugat berkedudukan sebagai Tergugah t&kapi,
dalam acara gugatan antara Penggugat dan Tergggghat
konvensi Tergugat dapat menggugat kembali pihak Penggugat,
yang tidak merupakan acara terpisah dari gugatag pa&rtama.
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

Gugatan dari pihak Tergugat ini disebugugat

balik/balasan atau gugat rekonvensi.Penggugat dalam
gugatan pertama atau konvensi, disebut sebagagBgai
dalam konvensllergugat dalam rekonvensi sedang
Tergugat disebut sebagai Tergugat dalam

konvensiPenggugatialam rekonvnsi®

Adanya rekonvensi secara tidak langsung mempenigaruh
proses penerapan asas sederhana, cepat, dan ibiggm. Dalam
rekonvensi Tergugat memiliki hak untuk menggugahdgegat
dengan perkara yang berbeda, padahal kita ketaikokpperkara

awal belum terselesaikan, hal ini memberi konseg&udragi

panggugat untuk menjawab rekonvensi Tergugat, sem@amatis

18 Sudikno MertokusumuQp.Cit., HIm. 117.



diperlukan waktu untuk menjawab rekonvensi halbieikorelasi

terhadap penerapan asas tersebut. Dengan demildkiu wang

diperlukan dalam pnyelesaian perkara menjadi ldhiha dan

biaya yang diperlukan juga menjadi lebih besar.

Rekonvensi ini dapat diajukan oleh pihak Tergugatuali

dalam tiga hal (Pasal 132a HIR Pasal 157 RBg)uyait

(1) Rekonvensi tidak boleh diajukan, apabila bertindak

dalam suatu kwalitas, sedangkan rekonvensi ditmjuka
kepada diri Penggugat pribadi dan sebaliknya. Migal
ada Penggugat yang bertindak sebagai pihak formil
(wali), maka tuntutan rekonvensi tidak boleh diajuk
kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat
bertindak sebagai pemberegvereffenaar) suatu
perseroan, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh
mengenai Penggugat secara pribadi.

(2) Rekonvensi tidak boleh diajukan, apabila Pengadilan

Agama yang memeriksa gugatan Penggugat tidak
berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.

(3) Rekonvensi tidak boleh diajukan, apabila mengenai

perkara tentang pelaksanaan putusan hakim. Dalam
pelaksanaan putusan hakim tidak ada lagi menyangkut
penetapan hak karena perkaranya sudah diputus dan
tinggal pelaksanaan hak yang telah ditetapkan dalam
putusan itu. Rekonvensi semacam ini harus ditblak.

Tuntutan rekonvensi harus diajukan bersama-samgaden

jawaban Tergugat, baik jawaban dengan surat madguogan lisan

(Pasal 132 b ayat (1) Regelement IndonéSid)i Pengadilan

Agama jawaban lisan dapat diajukan selama sidalgnbeitutup.

Apabila dalam tingkat pertama tidak diajukan tuatutekonvensi,

1 Abdulkadir MuhammadOp. Cit, HIm. 104.

% Soepemo. 1993 ukum Acara Perdata Pengadilan Negedfradnya Paramita,

Jakarta, HIm. 38.



maka pada tingkat banding tuntutan rekonvensi ktidigzinkan
lagi (Pasal 132 a ayat (Z)).

Gugatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan ggisatian
diputus dalam satu surat putusan. Akan tetapi, ipabajelis
hakim berpendapat bahwa perkara yang satu (korveiagiat
diperiksa lebih dahulu, maka majelis hakim dapaimmahkan
gugatan konvensi dan rekonvensi. Bila perkara ipisdh, maka
kedua perkara tersebut tetap diperiksa oleh hakimg yama (Pasal

132b ayat (3) HIR, Pasal 158 ayat (3) RBg.

3. llmu Waris
a. Pengertian Waris

Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiapusia,
karena setiap terjadi peristiwva kematian seseorsegera timbul
beberapa pertanyaan, bagaimana harta peninggalariramas
diperlakukan dan kepada siapa harta itu dipindalsieaita bagaimana
cara pembagiannya. Inilah yang diatur dalam hukuewakisan

Islam?® Kata waris berasal dari bahasa Aramiras’. Bentuk

! Ibid.
22 Abdulkadir MuhammadQp. Cit, HIm. 105

% Taufiqurahman, 199&p. Cit.,



jamaknya adalahmawaris yang berarti harta peninggalan orang
meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warifya.

Menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, limuaxis
adalah “ilmu tentang pokok-pokok figih dan perhgan yang
berkaitan dengan harta warisan dan yang berhak rimeareya, agar
setiaqp orang yang memiliki hak menerima haknya daarta
peninggalan®

llImu warisan disebut juga ilméaraa-idh defenisinya “ilmu
tentang bagaimana membagi harta warisan secard fapn

hitungan”?® Harta warisan adalah “harta, hak dan hal-hal kiiysung

ditinggalkan si mayit®’

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hulksliaim,
hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tenpemgindahan
hak pemilikan harta peninggalatirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berap&abaga masing-

masing”?®

24 Dian Khairul Umam, 199%igh Mawaris Pustaka Setia, Bandung. Hal. 11.
% Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2008hahih Figih Sunnah Pakaian dan
Perhiasan, Nikah, Talak, WarisaRustaka at-Tazkia, Jakarta. HIm. 581.

% Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, 200®anduan Praktis Hukum Waris
Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah yang shaliistaka Ibnu Katsir, Jakarta. Him. 15.

27 |bid. HIm. 15.

% |nstruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang [itasi Hukum Islam
(selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf a.



Sedemikian penting masalah kewarisan dalam hukuamls
sehingga Nabi Muhammad Saw., mengajarkan kepadéyanantuk
mempelajari hukum kewarisan sebagaimana sabdaibglizg artinya
sebagai berikut : “Pelajarilakaraidl dan ajarkanlah kepada orang
banyak, karena faraidl adalah separoh ilmu dan mddapakan serta
merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatidR. Ibnu
Majah dan Addaruquthnf),

Berdasarkan hadist di atas, dapat ditarik suatuggréan
bahwa yang dimaksud hukum kewarisan Islam adaltgnkean yang
mengatur tentang siapa yang menjadi pewaris, ariswberapa besar
bagian harta waris dan kapan terjadi pembagiana havaris,
sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an dan SurfRabul serta

ijtihad paraulil amri.

. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam

Hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah rggaln
dunia menurut Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, dan kdasi Hukum
Islam, ditemukan tiga penyebab, yaitu (1) hubundgakerabatan
(nasab), (2) hubungan perkawinan, dan (3) hubumgdak® Ketiga
bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut :

1) Hubungan Kekerabatan

# Taufiqurahmanl.oc. Cit.,

¥ bid.



Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubumgseb
ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adangangan
darah dapat diketahui pada saat adanya kelahifan.s&orang
anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyaiuhghn
kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidakat diingkari
oleh siapapun karena setiap anak yang lahir d&imrabunya
sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara &laamtara
seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkaSeyeliknya,
bila diketahui hubungan antara ibu dengan anakngkandicari
pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkanibsi
melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum loela
perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkananhalkbungan
kekerabatan berlaku pula antara si anak yang tlnigan si ayah
yang menyebabkan kelahirannyaHubungan kekerabatan antara
anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nji&af sah
antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil delamnkan).
Hal ini diketahui melalui Hadist Rasulullah yangiaayatkan oleh
Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkepa#a
laki-laki yang secara sah menggauli ibuf/a.

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu

dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antaradamgian

31 Abdul Rahman, 199Xompilasi Hukum Islam Di IndonesiAkademika Presindo,
Jakarta. Hal. 157.

% Umar Syihab, 1988Hukum Kewarsan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo
Disertasi Doktor Universitas Hasanudin, Makasal. Bi



ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabkaatas, yaitu
kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawahgd&emaak
beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatanatkirgy,
kepada saudara beserta keturunannya. Dan hubuegaipak yang
demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabgtarg tergolong
ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan ngggitkan harta
warisan>> Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis
pengelompokannya sebagai ahli waris, perlu diunkgapendapat
Hazairin yang mengelompokkannya ke dalam 3 (tigaprkpok
ahli waris, yaitu (1)dzawul faraid (2) dzawul garabat dan (3)
mawali Demikian pula pendapat ahli sunnah yang
mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok ahlrisyayaitu
(1) dzawul faraid (2) ‘ashabah dan (3)dzawul arhant*
2) Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan
hukum kewarisan Islam, berarti huhungan perkawipang sah
menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meningizen
meninggalkan harta warisan dan janda, maka jandéermasuk

ahli warisnya. Demikian pula sebalikn¥a.

33 Zainudin Ali, 2006 Hukum Perdata IslanSinar Grafika, Jakarta. Hal. 112.
* |bid.

% Umar ZihabOp.Cit. Hal. 85.



3) Hubungan memerdekakan budak (hubungatak).®® Artinya ada
seseorang telah memerdekakan seorang budak dakanmgja,
maka secara serta merta antara budak yang dibebdskayang
membebaskan mempunyai tali persaudaraan dan meamiphialy

kewarisan.

c. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam
Menurut Zainudin Ali, ada empat unsur yang perldacea
pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesiagselberikut

1) Pewaris
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
beragama Islam, meninggalkan harta warisan damainis
yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusuaitign
dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari
seseorang yang telah meninggal dunia kepada kelugag
yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan
mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat
disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukada
saat menjelang kematiannya.

2) Harta Warisan
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah deragarb
dari harta bersama sesudah digunakan keperluanripewa
selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

3) Ahli Waris
Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena
hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan ped@win
(nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. .

4) Ahli Waris Kerabat (nasab);
a) Anak;
b) Ibu Bapak;
c) Saudara; dan
d) Ahli waris pengganti (mawali)

a. Ahli waris dari adanya ikatan perkawinh.

d. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

% Sajuti Thalib, 2004Hukum Kewarisan Islam Indonesiginar Grafika, Jakarta.
Hal.71.
37 Zainudin Ali,Op.Cit. Hal. 113-114.



Menurut Zainudin Alj ada 5 (lima) unsur hukum kewarisan
Islam, yaitu : (1) ijbari, (2) bilateral, (3) inddual, (4) keadilan
berimbang, dan (5) akibat kemati&n.

1) Asas ljbari
Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisaanisl
mengandung arti bahwa pengalihan harta dari sesgora
yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlagén
sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantangk
kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

2) Asas Bilateral
Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti sesepr
menerima hak atau bagian warisan dari kedua beketk;p
dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabetiukunan
perempuan.

3) Asas Individual
Asas individual dalam hukum kewarisan Islam betzatta
warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untiokilii
secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya,
seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai téutgmang
kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yantake
menerimanya menurut kadar bagian masing-masingh Ole
karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas dragiang
didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lberarti
mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan
menjalankan  kewajiban allliyat al-adg. Asas
keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari
analisis garis hukum Al-Qur'an mengenai pembagemah
warisan. Sebagai contoh, garis hukum Surah An-N{gaa
ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki untuk menari
warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Klami
juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta
warisan orang tuanya dan/atau kerabatnya baik isedik
maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing)
mempunyai rincian tertentu.

4) Asas Keadilan Berimbang
Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam
berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh ateng
keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban
Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Qur'an yang
kedudukannya sangat penting dalam sistem hukumm/sla
termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaramag

%8 |bid. Hal. 121-126.



Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dajuan
segala tindakan manusia. Asas keadilan keseimbangan
antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh
seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya
Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapkt ha
yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnyangas
masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakaanbal
sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yangimdite
oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah
pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap kelogega
Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masiaging
ahli waris berimbang dengan kewajiban atau tanggung
jawab terhadap keluarganya.

5) Asas Akibat Kematian
Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islararthe
kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, keavar
ada sebagai akibat dari meninggalnya seseoranch Ole
karena itu, pengalihan harta seseorang kepada daang
yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang
mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarthvwa
harta seseorang tidak dapat beralih kepada oraimg la
sementara orang yang mempunyai harta itu masihphidu
Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta sasgo
yang masih hidup kepada orang lain baik secarasiamgy
maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah
meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kisaa
menurut hukum Islant?

e. Ahli Waris Menurut Hukum Islam
Apabila seorang mati dan padanya mempunyai harta
pusaka/harta warisan, maka harta itu wajib dibagnunut pembagian
yang telah diatur oleh Islam. Dan harta itu dinaamaKTirkah” ,
artinya harta pusaka, harta warisan-harta peningglAkan tetapi,

sebelum hartanya dibagi kepada para ahli waristgyéebih dahulu

% |bid. Hal. 121-126.

4 M. Mizan Asrori Zain Muhammad, 198Pembagian Pusaka Dalam Islafina
IImu, Surabaya. Hal..3



harus diselesaikan urusan-urusan yang ada hubuymaemgan harta
warisan dan si mayit, yaitu:

1) Biaya-biaya penguburan;

2) Membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutangdeepa
seseorang;

3) Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepeitigia
warisan, dan bukan wasiat kepada ahli waris yambalke
menerima harta warisan, karena mereka sudah memerim
harta warisan yang ditinggalk&h.

Setelah urusan-urusan tersebut di atas diselesailaia harta
warisan tersebut dapat dibagi kepada para ahlismgai Pada
dasarnya seseorang memperoleh pembagian harteamaisebabkan
oleh hal-hal berikut ini :

1) Memperoleh pembagian harta warisan yang disebalikeh
nazab/keturunan, seperti : anak, bapak, cucu, diit sebaginya;

2) Memperoleh pembagian harta warisan karena adamavpie@an,
seperti seorang suami atau seorang isteri yang nsedaxi suami
atau isterinya, meskipun belwakhulcampur;

3) Memperoleh pembagian harta warisan karéwalak” , yaitu
orang yang memerdekakan budak.

Menurut M. Mizan Asrori Zain Muhammad, ahli wasiang
berhak menerima harta warisan ada 25 orang, yawogaty dari pihak
laki-laki, dan yang 10 orang lagi dari pihak perewp’ Adapun ke
lima belas orang yang dari pihak laki-laki tersedddalah :

1) Anak laki-laki;

“11bid, Hal. 3-5.

421bid, Hal. 9.



2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Cucu laki-laki dari anak laki-laki;

Bapak;

Kakek dari bapak;

Saudara laki-laki sekandung;

Saudara laki-laki sebapak;

Saudara laki-laki seibu;

Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;

10)Paman/saudara laki-laki ayah kandung;
11)Paman/saudara laki-laki ayah sebapak;
12)Anak laki-laki paman sekandung;
13)Anak laki-laki paman sebapak;
14)Suami;

15)Laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika kelima belas orang itu semuanya masih hidwgkanyang

tetap mendapat pembagian harta warisan hanyaklbriagng, yaitu : 1)

anak laki-laki, 2) bapak, dan 3) suami. Sedangkesepuluh orang

dari pihak perempuan yang berhak mewaris hartasesmriadalah

sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Anak perempuan;

Cucu permpuan dari anak laki-laki;
Ibu;

Nenek dari pihak bapak;

Nenek dari pihak ibu;

Saudara perempuan kandung;
Saudara perempuan sebapak;
Saudara perempuan seibu;

Isteri;

10)Perempuan yang memerdekakan budak.

Jika kesepuluh orang itu semuanya masih hidup, nyakg

tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalaholiang, yaitu :

1) Anak perempuan,

2) Cucu perempuan,

3) lbu,



4) Saudara perempuan kandung,
5) lIsteri.

Akan tetapi apabila kedua puluh lima orang yanghdler
menerima warisan tersebut kesemuanya masih bersama-hidup,
maka yang berhak menerima pembagian harta wartsdale:

1) Suamil/isteri pewaris;
2) Anak laki-laki;

3) Anak perempuan;

4) Bapak;

5) lbu.

4. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata

Para pihak yang berperkara tidak saja mengharagpanputusan
pengadilan memenangkannya, tetapi lebih dari itan@ana putusan
memenangkannya putusan pengadilan dapat dilaksamgka Tujuan
pihak yang berperkara adalah untuk memperoleh aatyang adil dari
pengadilan. Tugas hakim adalah mengambil atau nudrkjan keputusan
yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain, hakidak menolak atau
menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dlipkiksa.

Apabila hakim hendak menjatuhkan suatu putusan, amiak
berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkint ddiparima
masyarakat, atau setidak-tidaknya berusaha agarind# lingkungan
orang-orang yang akan menerima putusannya itu (phask). Hakim akan

merasa lega apabila ia dapat berbuat adil pihak yemperkara terhadp



putusan tersebut, dan pihak yang kalah tidak akansbha menggunakan
upaya hukum karena menolak putusan.

Kemudian setelah hakim mengetahui duduk perkarag yan
sebenarnya, maka pemeriksan terhadap perkaranyatakan selesai dan
kemudian dijatuhkan putusan. Putusan ini haruscditen di muka sidang
pengadilan dengan terbuka untuk umum. Adapun yamgk$ud dengan
putusan hakim adalah:

Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat nega@ diberi
wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangn darufem untuk
mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara ,pipatusan
bukan saja yang diucapkan, melainkan juga pernyatzng
dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian gikaa oleh
hakim dipersidangaf?.

Selanjutnya R.Subekti memberikan pendapat mengaraan
putusan hakim, yaitu :

Untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatanrhuketap,

mestinya suatu putusan hakim yang tidak dapat hérdhgi.

Dengan putusan itu hubungan kedua belah pihak pangerkara

ditetapkan untuk selamanya dengan maksud supaysleapdak

ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bankaiamegjard™

Putusan majelis hakim dibedakan menjadi putusang yeelum
menjadi tetap dan putusan yang sudah menjadi tetBptusan yang

belum menjadi tetap adalah putusan yang menurwngidndang masih

terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukuaware putusan

4 Retnowulan Stantio, 198%Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,
Alumni, Bandung, Hal. 72.

4 R. Subekti, 198Hukum PembuktiarRaradya Paramita, Jakarta, Hal. 122.

4> Abdulkadir Muhammad, 200CHukum Acara Perdata Indonesigitra Aditya
Bakti, Bandung. Hal. 158.



tersebut, misalnya perlawanan, banding, kasasisBatyang sudah tetap
adalah putusan yang oleh undang-undang tidak aarfatan lagi untuk
menggunakan upaya hukum biasa melawan putusadaidii.putusan itu

tidak dapat diganggu gugat.

Putusan Pengadilan Agama yang dimintakan bandiely pihak
yang dikalahkan, maka permohonan banding disamp&i&pada panitera
Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan, badadisan maupun
secara tertulis dalam tenggang waktu 14 (empaspk&i terhitung mulai
diterimanya putusan Pengadilan Agama oleh pihakg ydikalahkan.
Dengan demikian waktu yang digunakan dalam penglesperkara
menjadi panjang dan formalitas yang dibutuhkan aginfumit. Di
samping itu juga, pihak yang mengajukan bandingushranembayar
kembali uang perkara kepada panitera Pengadilaaltet. Selain itu juga
pada pemeriksaan banding memerlukan waktu yang sddikit karena
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan ulang tephg@d#akara yang
telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Pi&ssan ulang ini
dilakukan dari awal meliputi semua fakta dan meageokumnya, dalam
arti prosedur yang digunakan tidak berbeda denganepksaan pada
peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakuideh Pengadilan
Tinggi tidak selalu diperiksa dengan waktu yang ateperkadang
memerlukan waktu yang lama hingga berbulan-bulankdma bertahun-
tahun. Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kemudr@mberikan
putusan, hasil putusan tersebut dikembalikan laga@engadilan Agama
yang bersangkutan. Kepala Pengadilan Agama ini metakkan kepada

panitera agar putusan segera diberitahukan kepadaakbelah pihak



melalui Juru Sita Pengganti. Setelahh mereka mmaaerputusan
Pengadilan Tinggi, maka diberi waktu 14 hari unta&ngajukan kasasi.
Prosedur untuk mengajukan perkara pada tingkatskéisiak jauh beda
dengan proses banding, hanya saja dalam proses kasada pada Hakim

Mahkamah Agung.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang ada dan penelusuran kepastalbaik dari
lingkungan Magister Hukum Universitas Bengkulu damiversitas lainnya,
belum ada penelitian sebelumnya dengan judiihalisis Putusan Perkara
Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA-LLG Dalam Penyelesaian Pleara Waris Di
Pengadilan Agama Lubuklinggau. Penelitian lain yang pernah dilakukan
adalah : Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang. N
61/PDT.G/1999/PN.PLG Tentang Sengketa Tanah, dkahYustika Sari,
angkatan 2008 dari Universitas Bengkulu. Penelitian sangat berbeda
dengan penelitian yang dilakukan baik dari sisiekbmaupun pengadilan

yang mengadili.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum ini adalah deskriptif. MeriuSoerjono

Soekanto penelitian deskriptif yaitu apa yang dialyan oleh responden



secara tertulis atau lisan, dan prilaku nydtaMenurut Syaodih

Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu Wengenelitian yang

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomeaagyada, baik

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusiamiéaa itu bisa
berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahamungan, kesamaan,
dan perbedaan antara fenomena yang satu dengamdeaolainnya.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yangibaha mendeskripsikan
dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kontksi hubungan yang
ada, pendapat yang berkembang, proses yang seddaggsung, akibat
atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungang ytengah

berlangsund’

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatdwnhu
empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mergkapkan kenyataan
di lapangan dengan mengambil data berdasarkan lpemga responden,
dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukumn aberinteraksi
dengan pranata-pranata sosial lainffy@enelitian ini dilakukan di
lapangan dengan mendekati masalah yang akan iddelitgan sifat

hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hahlpm

“*Soekanto Soerjono, 198®engantar Penelitian HukumJakarta, Universitas
Indonesia, Hal. 32.

47 Syaodih Sukmadinata, 2008Jetode Penelitian PendidikanJakarta.: Rosda,
Hal.72.

“8 Ronny Hanitijo Soematro, 1998/etode Penelitian Hukum dan Jurimet@halia
Indonesia. Hal. 10



masyarakat. Penelitian hukum ini akan dilakukanlagiangan yang
mengharuskan peneliti mengadakan kunjungan kepadyarakat dan
berkomunikasi dengan anggota masyarak&enelitian ini dilakukan di
Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan alasan uniakgetahui
analisis putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/P&- dalam
penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agamakludggau.

3. Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dataner dan

data sekunder.

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengmgadakan
wawancara dengan responden sesuai dengan daftanys&an yang
telah disusun sebelumnya dan dikembangkan padawsa@ancara
dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspekamasng
diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk menmgeh keterangan
yang benar dan dapat menjawab permasalahan yany &@dam
komunikasi yang dilakukan dalam wawancara ini dikdn secara
langsung yang artinya peneliti (pewawancara) bexpad langsung
dengan responden untuk menanyakan secara lisahahajang

diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh panaara. Dimana

49 Hilman Hadikusuma, 199%/etode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu
Hukum Bandung: Mandar Maju. Hal .62.

* Soekanto Soerjono, 1986p. Cit, Hal. 173.



pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagdoman bersifat
fleksibe) dan pertayaan berikutnya didasarkan pada jawelbaman
terhadap pertanyaan sebelumnya.

Penentuan informan menggunakan metodeosivesampling
yaitu sample yang sengaja dipilih berdasarkan riaHeriteria tertentu
yang dianggap dapat mewakili populasi secara kegen. Adapun
Pihak yang berkompeten dalam penelitian ini antare:

1) Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau.
2) 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau.

3) 1 (satu) orang panitera Pengadilan Agama Lubukéngg

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melahelp@n
kepustakaan liprary research), dengan cara menelaah buku-buku,
majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum,n dperaturan-
peraturan yang berhubungan dengan objek penelitiayang sesuai
dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk méaohg data
primer>?

4. Prosedur Pengolahan Data

a. Wawancara

*I Rianto Adi, 2005Metodologi Penelitian Sosial dan Hukptdakarta: Granit, Hal.
72.
*2 bid.



Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan
komunikasi®® Teknik wawancara ini merupakan salah satu metode
pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaknalogfontak atau
hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawanadeagan
sumber dataréspondeh

Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan datiak un
mendapatkan informasi secara verbal. Teknik dilakudlengan cara
mengajukan pertanyaan kepada informan atau responohuk
mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dataelitian.
Untuk memperoleh data yang memiliki nikaliditas danreabilitas
dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedomawancara.

5. Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi a@sar
reabilitas (kejujuran) maupunaliditas (keabsahan). Data yang kurang
lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan akangdiduan dan yang
dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada oedpn. Data yang
diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelmkkan dan
diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudianelitdi dan
diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telgwegs atau apakah
ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. patg telah

diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sdbergaut:

*3 Ronny Hanitijo SoemitraQp. Cit.,Ghalia Indonesia, Jakartdal. 33.



1) Editing data,yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah
diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

2) Coding data, yaitu penyusunan data yang diperoleh,
dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan disslek
guna memperolen data yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat
memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalaha
dalam penelitian?

6. Analisis Data
Untuk menganalisis data penelitian digunakan datalitiatif.
Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis kuilifattu analisis data
yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-katg y@enggunakan
kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaijk. Kerangka berfikir
induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan diata yang bersifat
khusus ke dalam data yang bersifat umum denganndiesaberfikir
deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan d#ata-data yang
bersifat umum ke dalam data yang bersifat khdSuSetelah data

dianalisis satu persatu selanjutnya disusun sesigtamatis, sehingga

dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalatalkoskripsi.

G. Kerangka Penulisan
Penelitian skripsi berjudul :Analisis Putusan Perkara Nomor :
274/Pdt.G/2010/PA-LLG Dalam Penyelesaian Perkara W& Di
Pengadilan Agama Lubuklinggad disusun dalam sistematika sebagai

berikut :

>* Ibid. Hal. 80.
%> Soekanto, Soerjon@p Cit, hal. 264



BAB | Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, permasalahan yang akan
diteliti, tujuan yang hendak dicapai dari penefifixegunaan dari penelitian,
kerangka pemikiran, metode penelitian yang akaardigan, serta sistematika
penulisan.

BAB Il Kasus Posisi dan Putusan terdiri atas uraian kasus posisi dan
putusan.

BAB IIl Analisis Kasus dan Putusan terdiri atas uraian mengenai dasar
pertimbangan hakim dan analisis hukum terhadapspatyperkara Nomor :
274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris.

BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikaas at

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB Il

KASUS POSISI DAN PUTUSAN

A. Kasus Posisi
Kasus posisi putusan perkara Nomor : 274/Pdt.G/EGOLG
tentang sengketa waris, diuraikan sebagai berikut :

5. Penggugat | umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama
Islam, alamat tempat tinggal di Lubuklinggau, splanya disebut
sebagai Penggugat I.

6. Penggungat I, umur 7 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2003)
dalam hal ini diwakili ibu kandung (Penggungat dglanjutnya
disebut sebagai Penggugat II.

7. Penggungat lll, umur 20 bulan (lahir 29 September 2008) dalam
hal ini diwakili oleh ibu kandung (Penggugat I),lasgutnya
disebut sebagai Penggugat 1.

8. Penggungat IV, umur 80, pekerjaan tani, agama Islam, alamat di

Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Penggwvgat |

Bahwa Penggugat |, Il, Ill dan IV diwakili oleh kasi, S.H., dan
Kristhian Lesmana, S.H., para advokat yang berkanth
Lubuklinggau Timu, berdasarkan surat kuasa khusoggal 29 April

2010, selanjutnya disebut para Penggugat.



LAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempa
tinggal di Musi Rawas. Dengan kuasanya Muhammadhy &sH., dan
Arwinsah Salim Tagending, S.H., advokat/pengacanagyberalamat
di Lubuklinggau. Berdasarkan surat kuasa khusugg&n25 Mei

2010. selanjutnya disebut Tergugat.

Tentang duduk perkaranya
Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah
mengajukan gugatan tertanggal 03 Mei 2010 yang Heanuerdaftar
pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agamiauklinggau
dengan resgister Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLGlaetdiperbaiki
olehnya sendiri melalui kuasa hukumnya mengemukakahhal
sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-lai bernama suami Penggugah [Teagugat
telah meninggal dunia pada hari Jum’at tanggal édember 2009,
meninggal dunia karena ditembak/salah tembak @sbmang dan
telah terjadi perdamaian atas musibah tersebutraaralaku
dengan ahli waris dan jenazah dimakamkan di Musid®a

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Penggugatnl da

Tergugat pernah menikah secara sah sebanyak 2kaua)aitu :



a. Menikah pertama pada tahun 1984 dengan seoranmpesa@
bernama : (Tergugat) dan mendapat seorang anakpea®
yang telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember ;2002

b. Menikah yang kedua kali Suami Penggugat | dan Tgagu
dengan perempuan bernama (Penggugat |) pada haim Se
tanggal 28 April 2003 Masehi bertepatan dengandang6
Shafar 1424 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Seri PHMD:
243/09/2003. Dari perkawinan kedua ini diperoletukenan 2
(dua) orang anak laki-laku, yaitu :

1) Penggugat II, lahir di Lubuklinggau tanggal 06 FRetr
2004

2) Penggugat I, lahir di Lubuklinggau tanggal 29 teepber
2008;

3. Bahwa orang tua kandung dari suami Penggugat ITaagugat
yaitu Penggugat IV masih hidup dan bertempat tihglgaVviusi
Rawas, sedangkan ibu kandung suami Penggugat Telgugat
telah meninggal dunia pada tahun 1967,

4. Bahwa semasa hidup suami Penggugat | dan Tergugaha
seorang petani yang ulet dan rajin. Bahwa selammggalkan ahli
waris yaitu dua orang anak dan dua orang isteri it orang
orang tua kandung, almarhum juga meninggalkan Hesita yang
bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupdiata

bawaan dan juga harta yang diperoleh semenjak \wer&a



dengan isteri pertama maupun isteri kedua, yaittaranlain

berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis TS. 12®i8IS Up
tahun 2005 yang dibeli pada tahun 2006;

2) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Suzuki Tornadont&®03
yang dibeli pada tahun 2003;

3) 1 (satu) unit mesin diesel (heler/gilingan padi &api) dibeli
sebelum tahun 2003, atau harta bersama Tergugtri (Is
Pertama) dengan almarhum suami Penggugat | dandadrg

4) Uang perdamaian atas meninggalnya almarhum suami
Penggugat | dan Tergugat sebesar Rp 20.000.00%3-fdluh
juta), seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

5) Uang tabungan di Bank Bina Harta di Marga Mulya
Lubuklinggau sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluimbsian
juta rupiah) di kuasai Tergugat;

6) 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pekarasgjuas
+ 160 nf dengan ukuran rumah 4 x 8 yang terletak di Musi
Rawas;

7) 1 (satu) unit rumah semi permanen/papan besertahtan
pekarangan seluas ¥70 M, luas bangunan 2% x 4 yang
terletak di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Belit

Kabupaten Musi Rawas;



8) 1 (satu) bidang kebun karet dan durian selu83#5 M yang
terletak di Musi Rawas;

9) 1 (satu) bidang kebun karet seluasl*.288 M terletak di
Muara Beliti Musi Rawas;

10)1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong selua860
M? yang terletak di Musi Rawas;

11)1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong sel2&s564
M? yang terletak di pinggir Sungai Mausi Rawas;

12)1 (satu) bidang kebun karet selua2:500 M yang terletak di
Musi Rawas;

13)1 (satu) bidang tanah kosong selua8.#69 yang terletak di
Musi Rawas;

14)1 (satu) bidang kebun karet seluag5961 M yang terletak di
pinggir jalan Pertamina Musi Rawas;

15)1 (satu) bidang kebun karet selua$5000 M yang terletak di
Musi Rawas;

16)1 (satu) bidang kebun karet selua8.375 M yang terletak di
Musi Rawas;

17)1 (satu) bidang kabun karet seluag500 M yang terletak di
Musi Rawas;

18)1 (satu) bidang kebun karet seluas?020 M yang terletak di

Musi Rawas;



19)1 (satu) bidang kebun karet seluag500 M yang terletak di
pinggir desa Musi Rawas.
. Bahwa hanya berselang 3 bulan setelah almarhum suami
Penggugat | dan Tergugat ditembak atau meninggaiadyaitu
tanggal 11 Desember 2009, Tergugat telah menikgihd@ngan
seorang laki-laki pada tanggal 22 Maret 2010.
. Bahwa Penggugat |, Penggugat I, Penggugat llIREmygugat IV
adalah ahli waris sah dari almarhum suami Penggugdan
Tergugat dan untuk kepastian hukum dan rasa keadikra
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
Lubuklinggau agar dilakukan pembagian harta warsamggalan
almarhum suami Penggugat | dan Tergugat dengan gugat
Tergugat, karena harta warisan peninggalan almarisuammi
Penggugat | dan Tergugat sebagaimana tersebut jpaida 1
sampai dengan 19 belum pernah dibagi dan secasdukésan
dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat b@esasuami
barunya;
. Bahwa saat ini anak kandung dari almarhum yanghrdisbawah
umur dari perkawinan dengan isteri kedua (Penggligaidak
mendapatkan nafkah apa-apa dari harta yang ditkeygaoleh
orang tuanya, karena semuanya dikuasai oleh Tergagga mau
berbagi sedikipun dengan Penggugat |, Penggugaetiggugat Ill

dan Penggugat IV yang merupakan ahli waris sahattaarhum;



8.

Bahwa dikhawatirkan Tergugat memindah tangankata laarisan
tersebut di atas kepada pihak 3 (ketiga) dan unmtekjamin agar
putusan dalam perkara ini tidak sia-slasjour), maka Penggugat
mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengaditmma
Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa damgaalili
perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) &eldp seluruh
harta warisan sebagaimana tersebut di atas;

bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar tnbmesi
putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Mgpelis
Hakim menghukum Tergugat untuk membagavangsonfuang
paksa sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima putwhrtipiah) per
hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugahksehakan isi
putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimand&paggugat

uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohord&eyth., Bapak

Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cg. Majelis ihakyang

memeriksa dan mangadili perkara ini untuk membarikatusan yang

amarnya sebagai berikut :

1.

2.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat uniwkikeya;
Menyatakan sah Penggugat | untuk mewakili atatkaelali bagi
kepentingan hukum dan hak-hak anak kandungnya gahgwah
umur, yaitu Penggugat Il dan Penggugat lll;

Menyatakan sah secara hukum almarhum adalah sqi@garis;



. Menetapkan ahli waris suami Penggugat | dan Tetgadalah
sebagai berikut :

1) Isteri ke 1 atau Tergugat;

2) lIsteri ke 2 atau Pengugat I;

3) Anak laki-laki atau Penggugat |l,

4) Anak laki-laki atau Penggugat lll,

5) Orang tua kandung almarhum atau Penggugat IV.

. Menyatakan harta poin 6 adalah harta bawaan dagraum yaitu
berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta talarapgan
seluas 160 M2, dengan ukuran bagunan 4 m x 8 m tgaitegak di
Musi Rawas;

. Menyatakan sah secara hukum seluruh harta waresap harta
bawaan dan harta bersama sebagaimana tersebutppadal
sampai dengan 19 adalah merupakan harta warisanggetan
almarhum yang harus dibagikan secara adil kepaldaukeabhli
warisnya;

. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian wagtaun hak
dari Penggugat |, Penggugat Il, Penggugat Ill danggugat IV
sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan tketen
Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam keadaaik loian

aman;



9. Menyatakan bah dan berharga sita jaminan (CM) yhlegakkan
pada harta warisan sebagaimana tersebut dalan Jp@ampai
dengan 19 tersebut di atas;

10.Mengghukum Tergugat untuk membayar uang pdks&aigsong
kepada para Penggugat sebesar Rp 250.000,-, dtdaide atau
keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusasmdalerkara
ini;

11.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayay yenbul

dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengguiiikara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-ad{gwaquo et borjo

B. Putusan

PUTUSAN
Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa damgauli
perkara tertentu pada peradilan tingkat pertamantdglersidangan Majelis

Hakim yang telah menjatuhkan putusan sebagai dedkilawah ini atas

gugatan mal waris antara :



1. Penggugat | umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama
Islam, alamat tempat tinggal di Lubuklinggau, splanya disebut
sebagai Penggugat I.

2. Penggungat I, umur 7 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2003)
dalam hal ini diwakili ibu kandung (Penggungat dglanjutnya
disebut sebagai Penggugat 1.

3. Penggungat Ill, umur 20 bulan (lahir 29 September 2008) dalam
hal ini diwakili oleh ibu kandung (Penggugat I),lasgutnya
disebut sebagai Penggugat IlI.

4. Penggungat IV, umur 80, pekerjaan tani, agama Islam, alamat di
Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Penggwvgat |

Bahwa Penggugat |, Il, Ill dan IV diwakili oleh kasi, S.H., dan
Kristhian Lesmana, S.H., para advokat yang berkanth
Lubuklinggau Timu, berdasarkan surat kuasa khusouggal 29 April
2010, selanjutnya disebut para Penggugat.

LAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempa
tinggal di Musi Rawas. Dengan kuasanya Muhammadhy &sH., dan
Arwinsah Salim Tagending, S.H., advokat/pengacanagyberalamat
di Lubuklinggau. Berdasarkan surat kuasa khusugg&n25 Mei
2010. selanjutnya disebut Tergugat.

Tentang duduk perkaranya

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah
mengajukan gugatan tertanggal 03 Mei 2010 yang Heanuerdaftar
pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Ag&mauklinggau
dengan resgister Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLGlaetdiperbaiki
olehnya sendiri melalui kuasa hukumnya mengemukakalhal
sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-lai bernama suami Penggugah ITésgugat
telah meninggal dunia pada hari Jum’at tanggal édeimber 2009,
meninggal dunia karena ditembak/salah tembak @sbmang dan
telah terjadi perdamaian atas musibah tersebutraanalaku
dengan ahli waris dan jenazah dimakamkan di Musid®a

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Penggugatnl| da
Tergugat pernah menikah secara sah sebanyak 2kaua)aitu :

a. Menikah pertama pada tahun 1984 dengan seoranmpea®
bernama : (Tergugat) dan mendapat seorang anakpeas

yang telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember ;2002



b. Menikah yang kedua kali Suami Penggugat | dan Tgagu
dengan perempuan bernama (Penggugat |) pada ham Se
tanggal 28 April 2003 Masehi bertepatan dengandang6
Shafar 1424 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Seri PHndD:
243/09/2003. Dari perkawinan kedua ini diperoletukenan 2
(dua) orang anak laki-laku, yaitu :

1) Penggugat II, lahir di Lubuklinggau tanggal 06 Fetr
2004

2) Penggugat I, lahir di Lubuklinggau tanggal 29 teapber
2008;

3. Bahwa orang tua kandung dari suami Penggugat ITaagugat

yaitu Penggugat IV masih hidup dan bertempat tihglyavusi

Rawas, sedangkan ibu kandung suami Penggugat Telgugat
telah meninggal dunia pada tahun 1967,

. Bahwa semasa hidup suami Penggugat | dan Tergugdhha
seorang petani yang ulet dan rajin. Bahwa selammggalkan ahli
waris yaitu dua orang anak dan dua orang isteri Sl orang
orang tua kandung, almarhum juga meninggalkan Hesita yang
bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupdiata
bawaan dan juga harta yang diperoleh semenjak \paréa
dengan isteri pertama maupun isteri kedua, yaitaratain berupa

a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis TS. 12®PiSK Up
tahun 2005 yang dibeli pada tahun 2006;

b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Suzuki Tornadont&903
yang dibeli pada tahun 2003;

c. 1 (satu) unit mesin diesel (heler/gilingan padi &api) dibeli
sebelum tahun 2003, atau harta bersama Tergugtri (Is
Pertama) dengan almarhum suami Penggugat | dandadrg

d. Uang perdamaian atas meninggalnya almarhum suami
Penggugat | dan Tergugat sebesar Rp 20.000.00%3-fdluh
juta), seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

e. Uang tabungan di Bank Bina Harta di Marga Mulya
Lubuklinggau sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluimbsin
juta rupiah) di kuasai Tergugat;

f. 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pelarasgjuas
+ 160 nf dengan ukuran rumah 4 x 8 yang terletak di Musi
Rawas;

g. 1 (satu) unit rumah semi permanen/papan besertahtan
pekarangan seluas ¥70 M, luas bangunan 2% x 4 yang
terletak di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Belit
Kabupaten Musi Rawas;

h. 1 (satu) bidang kebun karet dan durian selu83#5 M yang
terletak di Musi Rawas;

i. 1 (satu) bidang kebun karet seluasl*.288 M terletak di
Muara Beliti Musi Rawas;



j. 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong selua860
M? yang terletak di Musi Rawas;

k. 1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong sel2&s564
M? yang terletak di pinggir Sungai Mausi Rawas;

l. 1 (satu) bidang kebun karet selua2:500 M yang terletak di
Musi Rawas;

m. 1 (satu) bidang tanah kosong selua8.#69 yang terletak di
Musi Rawas;

n. 1 (satu) bidang kebun karet seluag5961 M yang terletak di
pinggir jalan Pertamina Musi Rawas;

0. 1 (satu) bidang kebun karet selua$5000 M yang terletak di
Musi Rawas;

p. 1 (satu) bidang kebun karet selua8.375 M yang terletak di
Musi Rawas;

g. 1 (satu) bidang kabun karet seluag500 M yang terletak di
Musi Rawas;

r. 1 (satu) bidang kebun karet seluas?020 M yang terletak di
Musi Rawas;

s. 1 (satu) bidang kebun karet seluag500 M yang terletak di
pinggir desa Musi Rawas.

. Bahwa hanya berselang 3 bulan setelah almarhum suami

Penggugat | dan Tergugat ditembak atau meninggaiadyaitu

tanggal 11 Desember 2009, Tergugat telah menikgihd@ngan

seorang laki-laki pada tanggal 22 Maret 2010.

. Bahwa Penggugat |, Penggugat I, Penggugat llIREmgugat IV

adalah ahli waris sah dari almarhum suami Penggugdan

Tergugat dan untuk kepastian hukum dan rasa keadikra

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Lubuklinggau agar dilakukan pembagian harta warsamggalan

almarhum suami Penggugat | dan Tergugat dengan gugat

Tergugat, karena harta warisan peninggalan almarisuammi

Penggugat | dan Tergugat sebagaimana tersebut paida 1

sampai dengan 19 belum pernah dibagi dan secasdukdésan

dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat b@esasuami

barunya;

. Bahwa saat ini anak kandung dari almarhum yanghragidbawah

umur dari perkawinan dengan isteri kedua (Penggligaidak

mendapatkan nafkah apa-apa dari harta yang dilikegeoleh

orang tuanya, karena semuanya dikuasai oleh Tergagga mau

berbagi sedikipun dengan Penggugat |, Penggugaetiggugat Ill

dan Penggugat IV yang merupakan ahli waris sahattaarhum;

. Bahwa dikhawatirkan Tergugat memindah tangankata hrearisan

tersebut di atas kepada pihak 3 (ketiga) dan untekjamin agar

putusan dalam perkara ini tidak sia-slasjour), maka Penggugat

mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengaditmma

Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa damgaalili



perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) &eldp seluruh
harta warisan sebagaimana tersebut di atas;
bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar tnbmesi
putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Mgpelis
Hakim menghukum Tergugat untuk membagavangsonfuang
paksa sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima putwhrtipiah) per
hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugahksehakan isi
putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimand&paggugat

uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohordkeyth., Bapak
Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cg. Majelis ihakyang

memeriksa dan mangadili perkara ini untuk membarixatusan yang
amarnya sebagai berikut :

1.
2.

o~

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat uniwkikseya;
Menyatakan sah Penggugat | untuk mewakili atatkaelali bagi
kepentingan hukum dan hak-hak anak kandungnya gahgwah
umur, yaitu Penggugat Il dan Penggugat lll;

Menyatakan sah secara hukum almarhum adalah sgtmgaiis;
Menetapkan ahli waris suami Penggugat | dan Tetgadalah
sebagai berikut :

Isteri ke 1 atau Tergugat;

Isteri ke 2 atau Pengugat I;

Anak laki-laki atau Penggugat Il,

Anak laki-laki atau Penggugat Ill,

e. Orang tua kandung almarhum atau Penggugat IV.
Menyatakan harta poin 6 adalah harta bawaan dadraum yaitu
berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta talarapgan
seluas 160 M2, dengan ukuran bagunan 4 m x 8 m tgalegak di
Musi Rawas;

Menyatakan sah secara hukum seluruh harta warisamp# harta
bawaan dan harta bersama sebagaimana tersebutppadal
sampai dengan 19 adalah merupakan harta warisanggetan
almarhum yang harus dibagikan secara adil kepaldaukeabhli
warisnya,;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian wagtaun hak
dari Penggugat |, Penggugat Il, Penggugat Ill danggugat IV
sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan tketen
Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam keadaaik loian
aman;

Menyatakan bah dan berharga sita jaminan (CM) yhlegakkan
pada harta warisan sebagaimana tersebut dalam p@ampai
dengan 19 tersebut di atas;

cooy

10.Mengghukum Tergugat untuk membayar uang pdksaigsong

kepada para Penggugat sebesar Rp 250.000,-, dtdaidee atau



keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusasmdalerkara
ini;

11.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayay yenbul
dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengaditkara
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadigliex aquo et
bong.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggdg&h

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahmleneliti
dan mempertimbangkan tentang hubungan hukum aRtmggugat dengan
Tergugat sebagai orang-orang yang berhak menerangam dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi4salksiyang
diajukan oleh Penggugat ataupun juga yang diajaleim Tergugat di depan
persidangan, telah didapatkan fakta bahwa parag@gag adalah isteri, anak-

anak dan orang tua dari almarhum suami Penggugalefgugat;

Menimbang, bahwa sebelum almarhum meninggal duarania
ditembak/salah tembak, almarhum pernah menikah khla secara sah,
menikah pertama kali dengan Tergugat, dikaruniarasey anak dan telah
meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2002, menikatua kepada
Penggugat | dikaruniai dua anak laki-laki, yaiting§gugat 1l dan Penggugat

Menimbang, bahwa almarhum semasa hidupnya merupakan

seorang petani yang giat dan ulet sehingga merigaadianyak harta benda



baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimgang telah

disebutkan pada poin 4 gugatan;

Menimbang, bahwa karena harta yang disengketakaadiaah
harta yang didalilkan oleh para Penggugat adalbhgse harta bersama dan
harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat, maka Rsanggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan hukum yang kuat unteksama-sama

mendapatkan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan terseioak hanya
para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masihalldavaris yang lain
berhak menerimanya harta warisan tersebut, yadwdang anak laki-laki dan
orang tua kali-laki kandung dari almarhum, ibu kamgl almarhum telah
meninggal dunia tahun 1967 dan seorang anak arygkaf lahir tanggal 10

Oktober 1999;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan bukti salssisyang
diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majtdlam telah memeriksa
saksi-saksi di dalam persidangan yang pada intmgayatakan bahwa para

Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris salaldzarhum;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi-sakiruh
harta peninggalan almarhum belum dilakukan pembadiapada ahli
warisnya dan hingga sengketa ini diajukan ke PdlagadAgama
Lubuklinggau seluruh harta peninggalan almarhumabki secara penuh oleh

Tergugat selaku isteri pertama.



Menimbang bahwa di dalam Pasal 172 ayat (2) Komsipiaukum
Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ad&ka yang berhak

mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janelaésau duda/suami;

Menimbang bahwa almarhum meninggal dunia meninggatiua
orang isteri, dua orang anak laki-laki dan orang kandung kali-laki dari

almarhum dan seorang anak angkat yang lahir tarigg@ktober 1999;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) dan (2)ahn
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaiga bahwa harta
yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bexrsa®dangkan harta
bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masiagisisteri sebagai

hadiah atau warisan;

Menimbang sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukuam|s
bahwa apabila terjadi cerai mati antara suamiijstaaka separoh harta
bersama menjadi milik pasangan yang masih hidugargkan separonya

menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan karngku
dan hukum syara’ berkaitan dengan perkara ini, ndtkatukan bahwa untuk

masing-masing ahli waris yang sah mendapatkan hagiaagai berikut :

1. Roidah alias Royda binti Penyaru (isteri pertamandapat 3/48 bagian

(6,25%);

2. Lisnawati alias Lismawati binti Gunawan (isteri kejl mendapat 3/48

bagian (6,25%)



3. Ary Fadillah bin Wasi (anak laki-laki) mendapat4%hagian (31,25%)

4. Ahmad Walisman bin Wasi (anak laki-laki) mendap&/48 bagian

(31,25%)
5. M. Ali (ayah kandung almarhum) mendapat 8/48 ba{l#n66%)

Sedangkan terhadap anak angkat nama Susi mendapbdgan

melalui wasiat wajibah sebanyak 4/48 bagian (8,33%)

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai gugatan Parggugat
konvensi agar diletakkan sita jaminan atas objgklobengketa pada angka
4.1 hingga 4.19 posita gugatan akan dinyatakark titkzrima, karena tidak
terdapat terbukti bahwa Tergugat konvensi akan maam tangankan objek
sengketa dan permohonan sita jaminan tersebut dbgakan kapan saja
selama perkara ini dalam proses, apabila terdapkt Adanya dugaan kuat

bahwa Tergugat akan memindah tangankan objek sengke

Menimbang bahwa, terhadap gugatan para PenggugatTaggugat
konvensi dihukum membayar uang pakdagngsom sebesar Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ataslehn atau keterlambatannya
melaksanakan isi putusan ini tidaklah beralasarenkatidak semua objek
sengketa menjadi milik para Penggugat dan memarlpkases lebih lanjut.

Kerananya terhadap hal tersebut akan ditolak;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangatasl, maka
gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian damtdkan tidak diterima

selain dan selebihnya;



Menimbang bahwa, mengenai bukti P.2 berupa Surtdr&egan Ahli
Waris dari Kepala Desa Durian Remuk, akan dikesagkain, karena sudah

tidak relevan;
DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa, disamping mengajukan jawaban Tetgu
Konvensi, selanjutnya berkedudukan sebagai Penggurekovensi telah
mengajukan gugatan rekovensi terhadap para Pengdguoegeensi, yang
selanjutnya berkedudukan sebagai para Penggugabversi, yang

gugatannya disederhanakan sebagai berikut :

1. Biaya untuk pengacara akibat adanya gugatan parggBgat konvensi

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Kerugian moril atas adanya gugatan para Pengguyateksi sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Kerugian materil atas adanya gugatan para Penggogahsi sebesar Rp

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugatveksi telah diajukan
pada jawaba pertama sebagaimana dimaksud PasaRi&8 maka akan

dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, kewenangan Pengadilan Agama atiatalakrub
pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198%ngnPeradilan
Agama, yang telah diubah dan diperbaiki dengan bigrdiéndang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Uridiamgr 50 tahun



2009 dan mengenai ganti rugi tidak termasuk dalaimgklingan

kewenangannya;

Menimbang bahwa, oleh karena itu, terhadap gug&enggugat
rekovensi akan dinyatakan bahwa Pengadilan Agamaulklinggau tidak

berwenang mengalidi gugatan Penggugat rekovensi;
DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggogeagnsi/para
Tergugat rekovensi dikabulkan sebahagian, maka kpihBergugat
konvensi/Pengugat rekovensi tidak sepenuhnya dikala sebagaimana
dimaksud Pasal 192 Rbg. Oleh karena itu, biayagparékan dibebankan para
Penggugat konvensi/para  Tergugat rekovensi dan ug@atg

Rekovensi/Penggugat rekovensi secara tanggungigente

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undayayan berlaku

serta ketentuan-ketentuan syar’i yang bersangkutan;
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat konvensi uetdgsan;



2. Menyatakan sah Penggugat | konvensi mewakili képgan
hukum kedua orang anak kandungnya yang belum demasa
Penggugat Il dan nama sebagai Penggugat llI;

3. Menyatakan almarhum Wasih bin M. Ali (Pewaris) nmggjal
dunia pada tanggal 11 Desember 2009;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Wasih bin Mi Adan
bahagian masing-masing ahli waris dari harta pealam pewaris
adalah :

a. Roidah alias Royda binti Penyaru (isteri pertamandapat

3/48 bagian (6,25%);

b. Lisnawati alias Lismawati binti Gunawan (isteri kel

mendapat 3/48 bagian (6,25%)

c. Ary Fadillah bin Wasi (anak laki-laki) mendapat 4%/bagian

(31,25%)

d. Ahmad Walisman bin Wasi (anak laki-laki) mendap&f48
bagian (31,25%)

e. M. Ali (ayah kandung almarhum) mendapat 8/48 bagian

(16,66%)

5. Menetapkan anak angkat almarhum Wasih bin M. Alinama
Susi mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 4/48 hhd8i83%),

dari harta peninggalan almarhum Wasih M. Ali;



6. Menetapkan harta-harta yang dikuasai oleh Terglgawensi,

berupa:

a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis TS. 12®PiSk Up

b.

C.

tahun 2005 yang dibeli pada tahun 2006;

1 (satu) unit kendaraan roda dua Suzuki Tornadont&#®©03
yang dibeli pada tahun 2003;

1 (satu) unit mesin diesel (heler/gilingan padi #api) dibeli
sebelum tahun 2003, atau harta bersama Tergugtri (Is
Pertama) dengan almarhum suami Penggugat | damdadrg

. Uang perdamaian atas meninggalnya almarhum suami

Penggugat | dan Tergugat sebesar Rp 20.000.00%3-dluh
juta), seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

Uang tabungan di Bank Bina Harta di Marga Mulya
Lubuklinggau sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluimbsian
juta rupiah) di kuasai Tergugat;

1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pelarasgjuas

+ 160 nf dengan ukuran rumah 4 x 8 yang terletak di Musi
Rawas;

1 (satu) unit rumah semi permanen/papan besertahtan
pekarangan seluas ¥70 M, luas bangunan 2% x 4 yang
terletak di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Belit
Kabupaten Musi Rawas;

. 1 (satu) bidang kebun karet dan durian selu83 25 M yang

terletak di Musi Rawas;

1 (satu) bidang kebun karet seluasl*.288 M terletak di
Muara Beliti Musi Rawas;

1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong selua860
M? yang terletak di Musi Rawas;

1 (satu) bidang kebun karet dan tanah kosong sel 25564
M? yang terletak di pinggir Sungai Mausi Rawas;

1 (satu) bidang kebun karet selua$2:500 M yang terletak di
Musi Rawas;

. 1 (satu) bidang tanah kosong selua8.#69 yang terletak di

Musi Rawas;

. 1 (satu) bidang kebun karet seluag5961 M yang terletak di

pinggir jalan Pertamina Musi Rawas;

1 (satu) bidang kebun karet selua$5000 M yang terletak di
Musi Rawas;

1 (satu) bidang kebun karet selua8.375 M yang terletak di
Musi Rawas;

. 1 (satu) bidang kabun karet seluag500 M yang terletak di

Musi Rawas;
1 (satu) bidang kebun karet seluas7020 M yang terletak di
Musi Rawas;



s. 1 (satu) bidang kebun karet seluag500 M yang terletak di
pinggir desa Musi Rawas.

7. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari nilai harta bersearsebut di atas
milik Tergugat kovensi, 1/3 (sepertiga) milik Peaggt | konvensi
dan 1/3 (sepertiga) adalah harta peninggalan almaMvasih bin
M. Ali untuk para ahli waris dan anak angkatnyatdis;

8. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan kepsda
Penggugat | konvensi bagian yang menjadi haknya iarta
bersama di atas sesuai dengan ketentuan dalam anljkdas;

9. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan pamaggugat
konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI

- Menyatakan Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak keamg mengadili
gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensikumembayar
biaya perkara secara tanggung renteng dengan Rgatgkonvensi/para
Tergugat rekonvensi yang hingga putusan ini beghnfRp 4.036.000,-
(empat juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Halkengadilan
Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 10 Fatbr@011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul alam 1432aHipieh kami Drs. Johan
Arifin, S.H., Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggaanyg ditunjuk sebagai

Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Rasyid, S.H., dan Tamb.H., masing-masing



sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari Keemggal 17 Februari
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul 3482 Hijriah dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelikirdayang terdiri dari
Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Rasyid, S.H., dan Tamb.H., masing-masing
sebagai hakim anggota dibantu oleh Abu Tolib, S$€bagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri kuasa Para Penggugatekeiipara Tergugat

rekovensi dan Kuasa Tergugat konvensi/Penggugahveksi.



BAB Il

ANALISIS KASUS DAN PUTUSAN

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomo :
274/Pdt.G/2010/Pa-LLG Tentang Sengketa Waris

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakimd@eilan
Agama dalam Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-Lef@ang Sengketa
Waris dengan berdasarkan kepada pertimbangan-parigan hukum sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggdg&h

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahuleneliti
dan mempertimbangkan tentang hubungan hukum aRtmggugat dengan
Tergugat sebagai orang-orang yang berhak menerangam dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksidsalksiyang
diajukan oleh Penggugat ataupun juga yang diajaleim Tergugat di depan
persidangan, telah didapatkan fakta bahwa parag@gag adalah isteri, anak-

anak dan orang tua dari almarhum suami Penggugalefgugat;

Menimbang, bahwa sebelum almarhum meninggal duarania
ditembak/salah tembak, almarhum pernah menikah khla secara sah,
menikah pertama kali dengan Tergugat, dikaruniaraseg anak dan telah

meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2002, menikatua kepada



Penggugat | dikaruniai dua anak laki-laki, yaitinggugat Il dan Penggugat

Menimbang, bahwa almarhum semasa hidupnya merupakan
seorang petani yang giat dan ulet sehingga menghadranyak harta benda
baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimgang telah

disebutkan pada poin 4 gugatan;

Menimbang, bahwa karena harta yang disengketakaadiaah
harta yang didalilkan oleh para Penggugat adalbhgse harta bersama dan
harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat, maka Rsaggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan hukum yang kuat unteksama-sama

mendapatkan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan terseiolalk hanya
para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masihalldavaris yang lain
berhak menerimanya harta warisan tersebut, yaduwdang anak laki-laki dan
orang tua kali-laki kandung dari almarhum, ibu kamgl almarhum telah
meninggal dunia tahun 1967 dan seorang anak arygkaf lahir tanggal 10

Oktober 1999;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan bukti saldssisyang
diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majtdlem telah memeriksa
saksi-saksi di dalam persidangan yang pada intmgayatakan bahwa para

Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris salaldzarhum;



Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi-sakiruh
harta peninggalan almarhum belum dilakukan pembadiapada ahli
warisnya dan hingga sengketa ini diajukan ke PdlagadAgama
Lubuklinggau seluruh harta peninggalan almarhurabki secara penuh oleh

Tergugat selaku isteri pertama.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 172 ayat (2) Komsipiaukum
Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ad&ka yang berhak

mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janefaésau duda/suami;

Menimbang bahwa almarhum meninggal dunia meninggatiua
orang isteri, dua orang anak laki-laki dan orang kandung kali-laki dari

almarhum dan seorang anak angkat yang lahir tarigg@ktober 1999;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) dan (2)ahn
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaiga bahwa harta
yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bexrsa®dangkan harta
bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masiagisisteri sebagai

hadiah atau warisan;

Menimbang sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukuiam|s
bahwa apabila terjadi cerai mati antara suamiijsteaka separoh harta
bersama menjadi milik pasangan yang masih hidugargkan separonya

menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan karngku
dan hukum syara’ berkaitan dengan perkara ini, ndtkatukan bahwa untuk

masing-masing ahli waris yang sah mendapatkan hagiaagai berikut :

1. Roidah alias Royda binti Penyaru (isteri pertamandapat 3/48 bagian

(6,25%);

2. Lisnawati alias Lismawati binti Gunawan (isteri k&)l mendapat 3/48

bagian (6,25%)
3. Ary Fadillah bin Wasi (anak laki-laki) mendapat4%hagian (31,25%)

4. Ahmad Walisman bin Wasi (anak laki-laki) mendap&/48 bagian

(31,25%)
5. M. Ali (ayah kandung almarhum) mendapat 8/48 ba{l#n66%)

6. Menetapkan anak angkat almarhum Wasi bin M. Alinbera Susi
mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 4/48 bagid@8%®, dari harta

peninggalam almarhum Wasi bin M. Ali.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwar gastimbangan
majelis hakim memutuskan menerima gugatan Penggdgat menolak
eksepsi tergugat, yang petitumnya menyatakan bdimenerima gugatan
Penggugat”. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangajelisl Hakim dalam
memutuskan perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLGtatey Sengketa
Warisan, adalah para penggugat dan tergugat adhlatvaris yang sah dari
pewaris almarhum Wasi bin M. Ali dan seluruh harag dipermasalahkan

merupakan harta bersama antara para Penggugat dayugat selama



menjalani hidup berumah tangga dengan pewaris hlmaiVasi bin M. Ali.
Oleh karena itu, perkara Nomor : 274/Pdt.G/201Q/P@-tentang Sengketa
Waris, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis lHakmembagi harta
warisan tersebut berdasarkan aturan sistem kewarisakum Islam
sebagaimana diatur di dalam di dalam Pasal 172 (@ydfompilasi Hukum
Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ad&ka yang berhak
mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu jangla/istau duda/suami,
Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila dergerai mati antara
suami isteri, maka separoh harta bersama menjditti paisangan yang masih
hidup, sedangkan separonya menjadi harta warisamnta(hpeninggalan)
pewaris dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undaraghy Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, yang intinya bahwa haatagydiperoleh dalam
perkawinan adalah harta bersama, sedangkan haveabadalah harta yang
diperoleh masing-masing suami isteri sebagai haatial warisan.
. Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/P&LG Tentang
Sengketa Waris

Peradilan Agama adalah Peradilan khusus bagi weegara Indonesia
yang beragama Islam dalam perkara tertentu sebagaindijelaskan
kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal adang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengahwa :

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan da

menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antaang-orang
yang beragama Islam dibidang: perkawinan, warissiata hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadagh, dan ekonomi syari’ah.



Dengan kata lain, bahwa pengadilan atau hakim wagmeriksa dan
mengadili perkara yang diajukan kepadanya walaupkumnya tidak ada.
Dalam hal yang demikian yaitu peraturan hukumnglaktiatau kurang jelas,
sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib diduntut untuk
menemukan hukumnya dengan cara menggali, mengiarti memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa : “Tugas hakimamka
kaitannya memeriksa, mengadili dan memutus suakapepada hakikatnya
meliputi tiga tahapan yaitu :

1. Hakim wajib mengkonstatir
Pertama-tama hakim harus mengkonstatir benar ty@akn
peristiwva yang diajukan itu. Mengkonstatir berartielihat,
mengakui atau membenarkan telah terjadinya pemstjang
telah diajukan tersebut. Mengkonstatir peristiweakie sekaligus
juga membuktikan atau menganggap telah terbuktperstiwa
yang bersangkutan maka diakui sebagai peristiway J@@nar-
benar terjadi.
2. Hakim wajib mengkwalifisir
Peristiwa yang telah dikonstatirnya sebagai peréstyang
telah benar-benar terjadi harus dikwalifisir. Mewgkfisir berarti
menilai peristiwva yang telah dianggap benar-bemajadi itu
termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan
perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiway ytalah
dikonstatir.
3. Hakim wajib mengkonstituir
Tahap terakhir hakim harus mengkonstituir atau nmegimb
konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkarkumnya
kepada yang bersangkutan, memberi keadiién.”

Untuk dapat mengkonstatir benar tidaknya peristyamag diajukan
itu hakim harus menggunakan sarana-sarana ataalataintuk memastikan

dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersamrgkutarena hakim harus

* Sudikno Mertokusumo, 1999Hukum Acara Perdata Indonesialiberty,
Yogyakarta. Hal. 110.



mempunyai kepastian akan kebenaran peristiwa yakgnstantirnya itu
sehingga konstateringnya tidak sekedar dugaankatmpulan yang dangkal
atau gegabah saja tentang adanya peristiwa yasgrgikutan. Oleh karena
itu, hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahuntuk sampai pada
konstateringnya.

Mengingat pentingnya pembuktian untuk memperolelbekaran
peristiwva maka sudah sewajarnya hakim harus meaghakum pembuktian,
jika tidak maka akan menghambat jalannya peraditdnngga menghasilkan
konstateringyang tidak tepat. Hal ini dapat mengakibatkan giaa
tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

Bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atausyanemang
bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membemitlksan atau vonis
merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukdamun demikian,
justru karena rutinitas tersebut, seringkali paa&irn mengabaikan standar
normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatputkesan. Kondisi
tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum ydiagnbil para majelis
hakim ketika mengambil suatu putusan.

Banyak pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakgal-asalan,
apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut pefkenkara ‘pasaran’ yang
setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan, idgkungan pengadilan

masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempguhkyalitas ilmiah

" Artijo Alkosar, 2004,“Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Peradilan di
Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengk&dasumen; Jurnal Hukumlus Quia
lustum,No.26 Vol. 11, Hal. 11.



untuk bisa dikaji secara akademik bagi pengembahgkam.

Untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitks

mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi peatamaisebagai berikut:

7.

8.

1. Cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunysii v
2.

Hakim harus memutus berdasar hukum sebagai oramg ya
bijaksana;

3. Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan iy
4.

Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jaghingga
menjadi tawanan Undang-Undang;

5. Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di measkat;
6.

Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihatippi juga
berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar @iasgang
bersangkutan;

Hakim dalam memutus harus secara proposional mérmfiean
keadilan;

Kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Namun, dalam praktik untuk mendapatkan suatu kepatatau vonis

yang benar-benar berkualitas dan bisa mencermimieadlilan, seringkali

hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan telsahelum sampai pada

pengambilan keputusan. Menurut Roeslan Saleh, usatian untuk membuat

putusan sebagai suatu “pergulatan kemanusian”, pada hakim dituntut

untuk secara total melibatkan dirinya pada saat Ioo@m putusan, bukan

hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundatangar’

Seperti yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwaumut

asas tersebut putusan yang dijatuhkan harus bekdasgertimbangan yang

jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketanitu dikategorikan

putusan yang tidak cukup pertimbangan atawoldoende gemotiveerd

*% |bid., Hal. 13-14.
% Satjipto Rahardjo,Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang’diaksesdari
www.kompascontanggal 5 Februari 2014.




(insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar
pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

1. Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan,

2. Hukum kebiasaan,

3. Yurisprudensi,

4. Doktrin hukum®®

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undandddg No. 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bgrblBegala putusan
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasasgoutersebut, memuat
pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-urdayang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar kintengadili.”

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR yang berburijlakim
karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib merukeku segala alasan
hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belahkgiha

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mma
menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastiannmukKarena, putusan
pengadilan itu merupakan hukum bagi para pihak yaegengketa. Dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karenah@twus ditaati dan
dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan oleh Subekti yang dikutighoKansil bahwa
hukum tidak saja harus mencarikan keseimbanganranpelbagai

kepentingan yang bertentangan satu sama lain untridapatkan keadilan,

0 M. Yahya Haraha2005, Hukum Acara Perdat8jnar Grafika. Jakarta. Hal. 79.



tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangginalatara tuntutan
keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban a¢padtian hukurfi*

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakindgaerkara
Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa $Veaisebut, Majelis
Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat dengjek eengketanya
adalah warisan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal B8 Bahwa
apabila pemeriksaan perkara selesai, maka MajelisniHkarena jabatannya
melakukan musyawarah untuk mengambil putusan y&ag alijatuhkan.
Oleh karena itu, tujuan suatu proses di muka Pelagacdalah untuk
memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukuap.téirtinya, suatu
putusan hakim tidak dapat dirobah lagi. Dengan gariuni, hubungan antara
kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan usél&kmna-lamanya dengan
maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukatapat dipaksakan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleim hsébagai
penjabat negara yang diberi wewenang untuk ituagikan dipersidangan.
Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertgalbaryang jelas dan
cukup, karena pertimbangan hukum merupakan jiwardesari putusan. Dari
hasil pertimbangan itulah hakim menjelaskan pengigpaapa saja yang
terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesilapunukum sebagai dasar
landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkamalam diktum

putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan tidaknemihi ketentuan atau

61 CST. Kansil, 1989Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indone&alai
Pustaka, Jakarta. Hal. 41.



tidak dengan mempertimbangkan alat bukti dan higkuatan pembuktian,
mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertigdoa hukumnya
(onvoldoende gemotiveerd)

Dalam hal ini, hakim dituntut tidak boleh legalkstiartinya tidak
boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tideh banyalegal justice
tetapi harussocial justice’® Hakim dituntut menemukan hukum, bahkan bila
perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhau aasa keadilan
masyarakat.

Penemuan hukum biasa diartikan sebagai proses pémkba hukum
oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang bertugask melaksanakan
hukum atas peristiwa-peristiwva hukum yang konkAttinya, penemuan
hukum merupakan proses atau rangkaian pembentulkkummhdari mulai
tahap jawab menjawab sampai dengan dijatuhkanny@sgu Proses serta
rangkaian pembentukan ini tidak terpisahkan satwasain, tetapi terkadang
saling tidak berurutan, namun tetap terjalin saama lain. Momentum
dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristimakiktnya dibuktikan
atau dikonstatasi, pada saat itulah peristiwa kbgkng telah dikonstatasi itu
harus dicarikan atau diketemukan hukumfiya.

Menghadapi keadaan hukum substantif yang bermadalakebut,
tanpa mengurangi tanggung jawab hakim, semestiayg karus ditata adalah

aturan yang ketinggalan, aturan yang tumpang tjrzkntentangan satu sama

62 Arijuliano, Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum,

http://arijuliano.blogspot.com
% Sudikno Mertokusumo, 199&enemuan Hukum Sebuah Pengantaberty,
Yogyakarta. Hal. 75.




lain, aturan yang tidak lengkap, atau tidak jeMseskipun dikatakan hakim
bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin huketap aktual, dan
lain-lain, perlu disadari tugas utama hakim adafemyelesaikan sengketa di
antara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kep#wdk yang berperkara.
Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalababldari putusan hakim
terhadap pihak yang bersangkutan.

Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengeasghkmm
kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan so$taklu juga diketahui,
dalam kelonggaran apapun, atau hakim yang palleydl sekalipun, atau
sepragmatis apapun, tetap harus memutus menuruimhuiaik dalam arti
harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atkongitruksi.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wmsgakgakan
hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanygpdstian hukum,
melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial darbpetayaan sosial melalui
putusan-putusan hakimnya.

Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujudum di
atas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaasyarakat terhadap
pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.

Hakim yang akan memutus suatu perkara di pengadiarus
memperhatikan nilai-nilai dasar hukum secara prgipoal yaitu keadilan
hukum (justice) kemanfaatan hukun(utility) dan kepastian hukurfiegal

certainty). Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan.



Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kégradtukum
adalah merupakan perlindungan yustisiabel terhatitagakan sewenang-
wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapapeneleh sesuatu yang
diharapkan dalam keadaan tertefftu.

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota analsyt,
bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasiadmkan aturan hukum
dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga r(gakamungkin)
kepastian mengenai isi aturan itu. Kepastian hukoemupakan salah satu
prinsip, asas utama penerapan hukum di sampingsddang berhadapan
dengan asas keadil&nh.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum meanpak
perlindungan yustisiabel atas tindakan seseoraigdap orang lain, karena
hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir unmekgatasi konflik yang
terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum ini, dateori ilmu hukum,
sering diganti dengan istilgredictability.®®

Maksudnya, penegakan hukum itu idealnya harus ddipatdiksi,
pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihal ye&nar akan diputus
benar. Sebaliknya, pihak yang salah diputus bemar mlhak yang benar
diputus salah oleh pengadildredictability ini menjadi elemen amat penting

untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujulesakhir dalam

® Sudikno Mertokusumo, 2003Mlengenal Hukum Suatu Pengantariberty,
Yogyakarta. Hal. 160.

 Andi Hamzah, 19868<amus HukumGhalia Indonesia, Jakarta. Hal. 245.

% sSudikno Mertokusumdp. Cit, Hal. 162.



masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu isentetapi, fakta
empiris lebih menunjukkan lembaga peradilan kitangemembuat putusan
yangunpredictablgtidak berdasarkan kebenaran).

Kepastian yang lahir dari hakim adalah kepastiamgydibangun atas
dasar keadilan dan menurut hukum, bukan sekedanklek hakim yang
bersangkutan atau sekedar memenuhi tuntutan méayara

Keadilan adalah suatu kondisi di mana antara keéiah pihak tidak
ada yang merasa dirugikan. Artinya keadilan inil@tlanemberikan kepada
setiap orang apa yang menjadi bagian atau hakngagdh menegakkan
keadilan dalam masyarakat maka akan terwujud Kedert

Keadilan juga merupakan pernilaian atas perbuatan perlakuan
seseorang terhadap orang lain dan lazim hanyaatifiiri sudut orang yang
terkena atau dikenai perlakuan itu. Hal ini dapagaj dikaitkan dengan
masalah perlindungan kepentingan. Sekalipun yanggajekan gugatan
adalah Pengugat, namun kepentingan Tergugat tatap Hiperhatikaf’

Tujuan mewujudkan keadilan berbeda dengan tujuawujoekan
ketertiban. Dalam keadaan tertentu, tuntutan kasaddkan melonggarkan
kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum jusetwpakan komponen
utama mewujudkan ketertiban. Tanpa kepastian hukig@ak akan ada
ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, kisken dapat menggerogoti

keadilan. Selain mewujudkan kepastian, ketertibamearlukan persamaan

67 Sudikno Mertokusumdp.Cit., Hal. 87.



(equality), sedangkan keadilan harus memungkinkan keberagaatau
perbedaan perlakudh.

Di samping itu, putusan hakim harus bermanfaatk teigi para
pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakayavisat mengharapkan
manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukumnaipenegakan hukum
harus mengandung dan memberi manfaaat bagi masayarstasyarakat
dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakam iaganya keseimbangan
tatanan dalam masyarakat. Dengan adanya senglssankangan tatanan di
dalam masyarakat itu terganggu, dan jangan samgseirkbangan yang
terganggu itu dapat menimbulkan keresahan di datasyaraka®’

Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum nempu
makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karenkeutuditujukan untuk
manusia, maka harus memberi kemanfaatan sebesanp@dagi manusia.
Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungingadntingan satu pihak
dari perampasan yang dilakukan pihak fin.

Dari penjelasan di atas maka, penulis menganggaeliMadakim
pada perkara No. 82/ Pdt.G/ 2007/PA.LLG tentangg®eta Waris tersebut,
yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat dapamditadalah keputusan
yang mewujudkan nilai-nilai dasar hukum dan tertlagdasan yang tepat

untuk mendukung putusannya. Di sini hakim telah jalankan fungsi yang

® Haryatmoko, 2005, Ketika Keadilan Diabaikan, Kompas 9 Desember,
http://www.kompas.com/kompas-cetak/

% Sudikno Mertokusumd)p.Cit., Hal. 160.

% Muchsin, 2006lktisar llmu Hukum/blam, Jakarta. Hal. 111.



mandiri dalam penerapan undang-undang terhadaptiperihukum dalam
perkara a-quo. Hakim hanya berpaku pada undangagngang tidak dapat
diubah atau menambah undang-undang.

Jadi, nilai-nilai dasar hukum yaitu kepastian hukutamanfaatan
hukum, dan keadilan hukum terlihat dan dirasakah ddedua belah pihak,
apalagi di sini Penggugatlah yang merasa sangagikan karena sudah
menghabiskan banyak waktu dan biaya, kemudian @nggang diajukan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam menegakakuhu telah
sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karenanhgngutamakan kepastian
hukum. Proses mengadili dalam kenyataannya bukaplases yuridis
semata. Proses peradilan bukan hanya proses mkaergasal-pasal dan
bunyi undang-undang, melainkan proses yang mebbaperilaku-perilaku
masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosiehte. Karena pekerjaan
membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjdan yang setiap hari
dilakukan, oleh karena itu, para hakim selalu miantgstandar normatif yang
harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan.

Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbanganunukang diambil
para majelis hakim ketika mengambil suatu putd§&ehingga asas peradilan
cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapaiinbah yang menjadi
salah satu alasan mengapa masyarakat memberikancigpan terhadap

putusan pengadilan.

% Artijo Alkosar, Loc.Cit,.



Dalam hal ini, hakim harus mengadili menurut hukiteh karena
itu, putusannya harus berdasarkan hukum, harusandngg atau menjamin
kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminamurhutelah dijalankan,
bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoldinyha dan
putusannya dapat dilaksanakan. Juga bahwa per&agasgrupa harus diputus
serupa puld’

Akan tetapi, pada perkara a-quo kepastian yanggidi@an bagi
kedua belah pihak terwujud sepenuhnya. Tergugaind&lal ini pihak yang
dimenangkan oleh pengadilan, kepastian hukum bhgkprergugat tercapai,
dan tidak tercapai bagi Penggugat. Kepastian yaingickan kedua belah
pihak adalah status kepemilikan harta warisan,ndaarkara a-quo putusan
hakim ini telah selesai.

Tidak kalah pentingnya ialah, bahwa putusan hakarusiah adil,
adil yang dirasakan oleh para pihak yang bersaagkk@laupun pihak lawan
menilainya tidak adil, maka masyarakat harus dapaberimanya sebagai
adil. Dalam perkara a-quo keadilan mungkin dirasaagi pihak Tergugat
tetapi tidak dirasakan bagi pihak Penggugat, s&bgiutusan dalam perkara
a-quo sangat formalitas, dimana ketentuan yandgapiken dapat dijalankan
dan tidak menimbulkan pertanyaan atas kepastiamrhoka, sehingga apa
yang diharapkan kedua belah pihak (status hartsavgr telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Dengan kondisi ini, membuatgBugat tidak dapat

mengajukan upaya yang lain, karena gugatan yangkaeajukan di tolak,

" Sudikno Mertokusumdp.Cit,.Hal. 86.



dengan dasar bahwa gugatan tersebut kurang perajgatay dengan kata
lain pihak penggungat adalah pihak yang tidak tepauk mengajukan
gugatan, mengingat antara Tergugat dan Pengugataah hubungan saudara
sedara hanya saudara tiri. Asas peradilan cepdertsgna dan biaya ringan
berjalan sesuai jalurnya, dan tidak membuang wa&tubiaya yang mahal.

Di dalam menegakkan hukum tidak hanya memperhatiepastian
saja, tetapi juga nilai-nilai dasar hukum yangrgen Demikian pula apabila
yang diperhatikan adalah keadilan, maka kepast&an leemanfaatan harus
diutamakan, begitu juga seterusnya. Artinya, apataka kepastian hukum
tidak tercapai maka rasa keadilan tidak akan terdviglan apabila keadilan
dan kepastian tidak seimbang, maka nilai kemaniadiak akan terlaksana
atau tidak berguna. Oleh karena itu, dalam menegakikikum, ketiga unsur
tersebut harus sangat diperhatikan secara propatsseimbang, agar ketiga
unsur ini, dapat dirasakan dan tercapai sesuaiatelngrapan para pihak yang
bersangkutan maupun bagi masyarakat.

Singkatnya, dengan uraian di atas, penulis bergaygaahwa
putusan hakim pada perkara a-quo, telah memenidiniai dasar hukum
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keatiukum. Di dalam
menjatuhkan putusan, hakim telah memperhatikamiiganilai dasar hukum
tersebut, sebab putusan itu harus adil, harus mengg kepastian hukum,

tetapi putusan itu harus pula mengandung manfagt aa pihak yang



bersangkutan dan masyarakatladi, jika hanya memperhatikan salah satu
nilai-nilai dasar hukum tersebut berarti seorangirhatelah mengorbankan
faktor-faktor yang lain. Pengorbanan ini akan medmitkan keresahan di
dalam masyarakat yang akan mengakibatkan ketidakstadalam hal

ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

2 Sudikno Mertokusumo, 2002Hukum Acara Perdata Indonesid.iberty,

Yogyakarta. Hal. 194.



